


 

 

KATA PENGANTAR 
 
 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillahirobbilalamin, 

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izin-Nya, pelaksanaan 

penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

melalui Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025. 

Rencana Strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, 

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025–2029. 

Rencana Strategis ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh 

Dinas Kesehatan selaku Perangkat Daerah yang membantu Bupati dan Wakil 

Bupati Pangkajene dan Kepulauan dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan. 

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Renstra 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 ini 

kami sampaikan terima kasih, semoga upaya kita semua bernilai ibadah, saran 

dan masukan terhadap Renstra ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. 

Demikian Renstra ini disusun dan diharapkan dapat memperoleh 

masukan, saran dan kritik membangun dari semua pihak demi kesempurnaan 

dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

pembangunan kesehatan 5 (lima) tahun mendatang dengan harapan 

“Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, 

Terampil dan Berkelanjutan”. 
 

 
 
  
 

Hj. Herlina, S.Si, Apt, M.Kes 
Pangkat : Pembina Utama Madya 

NIP  19670515 199803 2 001 
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai

di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang

dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan kata lain perencanaan merupakan

kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam

waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup

perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja

Pemerintah).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029, bahwa berdasarkan butir kedua huruf b. Bupati/Wali

Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten/Kota.
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Urusan kesehatan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai

urusan yang wajib dilaksanakan di daerah, urusan kesehatan harus

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan,

menyebutkan bahwa untuk meningkatakan kualitas pelayanan kesehatan,

perlindungan bagi, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawan

tenaga kesehatan, serta menjamin hak setiap warga negara untuk

mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera lahir batin.

Urusan kesehatan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai

urusan yang wajib dilaksanakan di daerah, urusan kesehatan harus

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra berisi strategi, kebijakan, dan program

untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Renstra digunakan

sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif

memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 sebagai salah satu bentuk
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upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan arah pembangunan

yang telah disusun pada RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2025-2029 bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan

mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, sebagai dasar penilaian kinerja

pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan

persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan

rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,

perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah

sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar

berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra

Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2025-2029 mengintegrasikan program-program kabupaten dengan
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penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan

Sustainable Development Goals (SDGs).

Penyusunan Renstra merupakan penjabaran Visi, Misi Pemerintah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Dalam

mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Visi

pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing,

Amanah, Terampil dan Berkelanjutan", maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Perangkat Daerah (PD)

bertanggung jawab dalam menjalankan misi pertama yaitu Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Intelek, Kreatif, Inovatif,

Dan Berbudaya Yang Dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara khusus Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, juga didasarkan

kepada kebutuhan pembangunan Dinas Kesehatan untuk mendukung

pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 104 Tahun 2004);

2. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang tentang Sistem

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 193);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 perubahan ketiga atas

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 82);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan

Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
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Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia Tahun 2020-2024;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2025-2045;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
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Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-

2045;

28. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor

600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8

Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1

Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2023 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4

Tahun 2023 tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2023 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6).
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13).

36. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 77 Tahun

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan;

37. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 70 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah menyediakan

dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dengan memadukan

dan menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah,

permasalahan dan isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan

dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna

mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;

2. Merumuskan arah pembangunan kesehatan sebagai acuan bagi

pengembangan pembangunan Kesehatan;

3. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan dalam menjalankan program/kegiatan
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tahunan yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Kesehatan;

4. Sebagai tolok ukur terhadap dokumen evaluasi kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategi Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 ini disusun

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis

Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber

Daya Dinas Kesehatan, Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan,

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, identifikasi permasalahan,

telaahan visi misi Bupati terpilih, telaahan Renstra Provinsi, telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan, sasaran jangka menengah

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka
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mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan.

Bab IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Indikator Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2025-2029.

Bab V. Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang penjabaran Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

lebih lanjut dalam bentuk Renja. Penanggungjawab pelaksanaan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan keterlibatan stakeholder,

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

KESEHATAN TUGAS DINAS KESEHATAN

2.1.1.1 Tugas Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2021, Dinas

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangannya

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Fungsi Dinas Kesehatan

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut di point a, maka Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang kesehatan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan

kewenangannya.

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Struktur Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor

70 Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
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merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan yang

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati.
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Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian oleh Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
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Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Sekretariat, yang terdiri atas:

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Sub. Bagian Keuangan

2) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Sub Koordinator dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Sub Koordinator Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi

b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

4) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer

b. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan

c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

a. Sub koordinator Kefarmasian

b. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

6) UPTD

a. 23 Puskesmas, adapun puskesmas tersebut :

1. Puskesmas Kota Pangkajene

2. Puskesmas Bonto Perak

3. Puskesmas Minasatene

4. Puskesmas Kalabbirang

5. Puskesmas Bungoro
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6. Puskesmas Bowong Cindea

7. Puskesmas Labakkang

8. Puskesmas Taraweang

9. Puskesmas Pundata Baji

10.Puskesmas Ma’rang

11.Puskesmas Padang Lampe

12.Puskesmas Segeri

13.Puskesmas Baring

14.Puskesmas Mandalle

15.Puskesmas Balocci

16.Puskesmas Bantimala

17.Puskesmas Liukang Tupabbiring

18.Puskesmas Sabutung

19.Puskesmas Sarappo

20.Puskesmas Liukang Tangaya

21.Puskesmas Sailus

22.Puskesmas Liukang Kalmas

23.Puskesmas Pammantauang

b. Instalasi Farmasi

c. Labkesda

7) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didukung oleh berbagai

sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana. Ketersediaan

dan pemanfaatan sumber daya yang optimal menjadi faktor penting dalam

mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.
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2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari tenaga Struktural, dan Fungsional.

Komposisi SDM dibagi berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan,

dan Jenjang Eselon.

1. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No Uraian

Jumlah Pegawai (orang)

ASN NON ASN

Jumlah L P Jumlah L P

1 Dinas Kesehatan 80 24 56 44 14 30

2 Rumah Sakit Batara

Siang

315 44 271 615 116 499

3 Rumah Sakit Umum

Batiling

55 8 47 91 16 75

4 Rumah Sakit Umum

Pratama Sailus

15 3 12 10 6 4

5 Puskesmas 884 147 737 1227 127 1100

6 Labkesda 9 1 8 1 0 1

Total 1.358 227 1.13

1

1.988 278 1.71

0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian oleh Dinas Kesehatan

Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
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Tabel. 2.2

Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No Uraian
Tenaga Kesehatan

Jumlah Laki-Laki Perempuan

1 Rumah Sakit Batara Siang

a. Dokter Spesialis 35 5 30

b. Dokter Umum 7 1 6

c. Dokter Gigi 2 0 2

d. Bidan 44 0 44

e. Perawat 97 15 82

f. Apoteker 7 1 6

g. Asisten Apoteker 8 1 7

h. Kesehatan Masyarakat 5 1 4

i. Kesehatan Lingkungan 9 2 7

j. Gizi 12 0 12

k. Ahli Laboratorium Medik 15 3 12

l. Keterapian Fisik 6 1 5

m. Keteknisan Medis 14 0 14

n. Tenaga Teknis Biomedika

Lainnya

15 3 12

2 Rumah Sakit Umum Batiling

a. Dokter Spesialis 4 0 4

b. Dokter Umum 3 0 3

c. Dokter Gigi 3 1 2

d. Bidan 14 0 15

e. Perawat 9 2 7
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No Uraian
Tenaga Kesehatan

Jumlah Laki-Laki Perempuan

f. Apoteker 2 0 2

g. Asisten Apoteker 2 1 1

h. Kesehatan Masyarakat 2 1 1

i. Kesehatan Lingkungan 1 0 1

j. Gizi 3 0 3

k. Ahli Laboratorium Medik 2 0 2

l. Keterapian Fisik 1 0 1

M Keteknisan Medis 4 1 3

N Tenaga Teknis Biomedika

Lainnya

1 0 1

3 Rumah Sakit Umum Pratama Sailus

a. Dokter Umum 0 0 0

b. Dokter Gigi 1 0 1

c. Bidan 6 0 6

d. Perawat 5 2 3

e. Apoteker 0 0 0

f. Asisten Apoteker 0 0 0

g. Kesehatan Masyarakat 0 0 0

h. Kesehatan Lingkungan 1 0 1

i. Gizi 0 0 0

j. Ahli Laboratorium Medik 0 0 0

k. Keterapian Fisik 0 0 0

l. Keteknisan Medis 1 0 1

4 Puskesmas

a. Dokter Umum 43 5 38
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No Uraian
Tenaga Kesehatan

Jumlah Laki-Laki Perempuan

b. Dokter Gigi 32 3 29

c. Bidan 234 0 234

d. Perawat 229 59 170

e. Apoteker 28 7 21

f. Asisten Apoteker 25 3 22

g. Kesehatan Masyarakat 77 24 53

h. Kesehatan Lingkungan 41 10 31

i. Gizi 43 5 38

j. Ahli Laboratorium Medik 35 7 28

k. Keterapian Fisik 4 1 3

l. Keteknisan Medis 52 7 44

Sumber : Sistem Informasi Sumber daya Manusia Kesehatan (SISDMK) oleh Dinas

Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

2. Jenjang Pendidikan

Adapun komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2024 dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3

Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No Uraian

Jenjang Pendidikan

S2 S1/D4 D3 D1 SMA SMP JML

L P L P L P L P L P L P

1. Dinas

Kesehatan

9 1 14 41 0 1 0 0 2 2 0 0 80
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No Uraian

Jenjang Pendidikan

S2 S1/D4 D3 D1 SMA SMP JML

L P L P L P L P L P L P

2. RSUD Batara

siang

11 48 15 139 12 71 1 0 5 11 1 1 315

3. RSUD Batiling 1 1 7 31 0 15 0 0 0 0 0 0 55

4. Rumah Sakit

Pratama Sailus

0 0 1 6 2 6 0 0 0 0 0 0 15

5. Puskesmas 7 27 11

2

446 56 225 1

0

0 0 1 0 0 884

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum oleh Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2024

3. Jenjang Eselon

Adapun komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Jenjang Eselon

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.4

Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menurut Jenjang Eselon Tahun 2024

No Uraian

Jenjang Eselon

II/B III/a III/b IV/a IV/b
Jumlah

L P L P L P L P L P

1. Dinas Kesehatan 0 1 1 0 1 3 2 1 0 0 9

2. RSUD Batara siang 0 0 0 1 1 2 1 8 0 0 13

3. RSUD Batiling 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3

4. Rumah Sakit

Pratama Sailus

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

5. Puskesmas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum oleh Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2024
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4. Jenjang Pelatihan Kepemimpinan Pimpinan Tinggi (DIKLAT PIM)

Adapun komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Jenjang Diklat

Latpim dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Menurut Jenjang Latpim Tahun 2024

No Uraian

Jenjang Pelatihan Kepemimpinan Pimpinan

Tinggi (DIKLAT PIM)

II III IV

1. Dinas Kesehatan 1 Orang 2 Orang 3 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum oleh Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2024

2.1.2.2 Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam

mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas,

merata dan terjangkau. Ketersediaan dan kondisi fasilitas kesehatan yang

memadai sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program

kesehatan serta pencapaian target pembangunan kesehatan di Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan.

Hingga tahun 2024 Dinas kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan mengelola berbagai fasilitas kesehatan yang terdiri dari Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Pustu, Poskesdes

dan Polindes) serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah sakit),

selain itu terdapat juga Fasilitas Kefarmasian, Laboratorium Kesehatan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok

dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

dilengkapi dengan sarana kesehatan berupa Puskesmas, Rumah Sakit,

Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
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1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas)

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat

pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya perseorangan secara terpadu, menyeluruh dan

berkesinambungan dengan mengutamakan upaya promotif dan

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Kesehatan di

bawah supervisi Dinas Kesehatan kabupaten/kota melalui Upaya

Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM).

Adapun jumlah puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel.2.6
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No Kecamatan
Jumlah

Puskesmas

Jumlah

Penduduk

Rasio Puskesmas

(Per 100.000

Penduduk)

1 Pangkajene 2 51.210 3.91

2 Minasatene 2 41.611 4.81

3 Bungoro 2 45.558 4.39

4 Labakkang 3 53.622 5.59

5 Ma’rang 2 35.545 5.63

6 Segeri 2 22.371 8.94

7 Mandalle 1 14.162 7.06

8 Balocci 1 16.943 5.90

9 Tondong Tallasa 1 10.382 9.63
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No Kecamatan
Jumlah

Puskesmas

Jumlah

Penduduk

Rasio Puskesmas

(Per 100.000

Penduduk)

10 LiukangTupabbiring 2 19.036 10.51

11
LiukangTupabbiring
Utara

1 14.519 6.89

12 LiukangKalmas 2 15.720 12.82

13 Liukang Tangaya 2 21.112 9.47

Jumlah 23 361.791 6.36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Diolah oleh Dinas Kesehatan

Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Dari data diatas rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk

adalah sebesar 6,36 puskesmas per 100.000 penduduk. Jika

dibandingkan dengan standar ideal nasional yang menetapkan bahwa

1 (satu) puskesmas idealnya melayani sekitar 30.000 jiwa penduduk

atau setara dengan 3,33 per 100.000 jiwa penduduk, maka capaian

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah berada di atas standar

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, ketersediaan

fasilitas kesehatan dasar berupa Puskesmas sudah memadai untuk

memenuhi kebutuhan penduduk.

Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi geografis wilayah,

mengingat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki

karakteristik wilayah kepulauan dan pegunungan yang dapat

mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan. Selain aspek kuantitas juga perlu difokuskan pada aspek

pemerataan distribusi puskesmas, aksesibilitas layanan bagi wilayah

sulit jangkauan, serta kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan

primer agar seluruh penduduk dapat memperoleh pelayanan kesehatan

yang optimal dan berkeadilan.

Ketersediaan sarana penunjang Pelayanan Kesehatan

merupakan hal yang penting dalam menjamin mutu pelayanan yang
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aman, efektif, dan berkesinambungan pada fasilitas kesehatan. Sarana

penunjang dimaksud adalah Peralatan Medis, Alat Laboratorium,

Ambulans, Jaringan Air Bersih, Instalasi Listrik, Sistem Informasi, serta

Logistik Farmasi dan Alat Kesehatan.

Adapun data ketersedian sarana Penunjang Pelayanan

kesehatan di Puskesmas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Ketersedian Sarana Penunjang Pelayanan di Puskesmas

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No
Jenis Sarana

Penunjang

Jumlah

Total

Puskesmas

Jumlah

Puskesmas

Yang

Memiliki

keterangan

1 Alat Laboratorium

Dasar

23 0 Sudah Ada tapi

belum Lengkap

2 Alat Kesehatan

Ibu dan Anak

23 0 Sudah Ada tapi

belum Lengkap

3 Ambulans 23 23

4 Motor Ambulans 23 0

5 Instalasi air Bersih 23 23

6 Listrik 24 Jam 23 21 Pkm Tangaya

dan Pkm

Pamantauang

7 Instalasi IPAL 23 19 Pkm Tangaya,

Pkm

Sumber : Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan penunjang

pelayanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat berbeda

terutama antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Ada

beberapa puskesmas memiliki Fasilitas Penunjang yang sudah
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memadai, tetapi ada juga puskesmas yang masih kekurangan, baik dari

segi jumlah, kondisi maupun pemanfaatan sarana yang ada.

2. Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

yang memegang peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan,

terutama dalam penanganan kasus - kasus yang tidak dapat ditangani di

tingkat pelayanan primer.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 3 Rumah sakit,

yang status kepemilikannya milik Pemerintah Daerah dan merupakan

Rumah Sakit Umum. Adapun 3 (tiga) Rumah Sakit yang dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Data Rumah Sakit Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2024

No Uraian Lokasi
Status

akreditas

1 RSUD Batara Siang Jalan Sultan Hasanuddin

No.7 Kelurahan

Paddoang Doangan

Kec.Pangkajene dan

Kepulauan

Paripurna

2 RSUD Batiling Jalan Poros Batiling

Desa Batara

Kec.Labakkang

Utama

3 Rumah Sakit

Pratama Sailus

Jalan Raya Pelabuhan

Laut Sailus Desa Sailus

Kec.Liukang Tangaya

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2024
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3. Gudang Farmasi

Gudang Farmasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

berperan penting dalam menjamin ketersediaan, pemerataan, dan

mutu obat serta perbekalan kesehatan untuk seluruh fasilitas

pelayanan kesehatan di wilayah daratan dan kepulauan. Selama

periode perencanaan sebelumnya, Gudang Farmasi telah

melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat-obatan

program maupun non-program, serta pengelolaan vaksin melalui

sistem rantai dingin (cold chain).

Namun, kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau

menyebabkan hambatan dalam distribusi obat dan vaksin secara tepat

waktu. Di samping itu, pemanfaatan sistem informasi logistik farmasi

belum sepenuhnya optimal karena belum seluruh Puskesmas

terhubung dengan sistem elektronik, sehingga adannya

ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pasokan obat, terutama pada

jenis obat tertentu.

Tabel 2.8
Kondisi Gudang Farmasi

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Jumlah gudang Farmasi 1(satu ) unit

2 Kapasitas Penyimpanan

Obat

- 214,60 M2
- 90 M2

Lantai I

Lantai II

3 Kapasitas Penyimpanan

Vaksin

- 4 (empat) Buah
@600 liter

- 1 (satu) Buah
@150 Liter

Baik

rusak Berat

4 Sarana Transportasi - Roda Empat
2(dua) Buah

- Roda dua 1buah

1 (satu) buah

Rusak Berat
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5 Tenaga Pengelola

Gudang

11 (sebelas) Orang 7 Orang ASN

dan 4 Orang

THL

Sumber : Gudang Farmasi Dinas kesehatan Kab.Pangkajene dan KepulauanTahun 2024

4. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium klinik

dan lingkungan. Fungsi Labkesda mencakup pemantauan kualitas

lingkungan, deteksi penyakit menular dan tidak menular, serta

pemeriksaan klinis sebagai penunjang diagnosis dan tindakan medis.

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan memiliki peran strategis dalam mendukung

berbagai program prioritas kesehatan, seperti Surveilans Epidemiologi,

Program Pengendalian Penyakit, dan layanan kesehatan masyarakat

lainnya.

Penguatan kapasitas Labkesda menjadi sangat penting untuk

mendukung respons cepat terhadap ancaman kesehatan masyarakat,

termasuk dalam deteksi dini wabah penyakit menular, pengawasan

kualitas air dan pangan, serta pemantauan kondisi lingkungan yang

berdampak pada kesehatan. Namun, kapasitas laboratorium masih

belum memadai untuk menjawab kebutuhan pemeriksaan yang semakin

kompleks, terutama untuk deteksi cepat penyakit menular dan

pemeriksaan lingkungan yang berisiko tinggi.

Tabel 2.9
Data kinerja Labkesda

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020 – 2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

1 Pemeriksaan Klinis 2.042 486 859 229 68
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2 Pemeriksaan Lingkungan 57 79 160 120 172

3 Pemeriksaaan

mikrobiologis

67 76 125 423 115

Sumber : Labkesda Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Tahun

2024

2.1.2.3 Sarana kesehatan Bersumber daya masyarakat

Dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat,berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan

sumberdaya yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumber

Masyarakat (UKBM) adalah :

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan sarana kesehatan berbasis masyarakat

yang telah lama berperan strategis dalam pelayanan kesehatan dasar,

terutama untuk ibu, anak, dan balita.

Jumlah Posyandu terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini

sangat positif karena akan memudahkan masyarakat menerima

pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara langsung.

Disamping itu, banyaknya jumlah posyandu yang melayani balita di

suatu wilayah dapat dilihat melalui rasio posyandu per 1000 balita.

Pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.10
Rasio Posyandu per 1.000 balita

Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

1 Jumlah

Posyandu
383 390 390 392 393
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2 Jumlah Balita 26.095 26.009 26.954 24.902 24.502

3 Rasio

posyandu Per

1.000 Balita

14,68 15,00 14,47 15,74 16,04

Sumber : Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024Tahun 2024

Dalam lima tahun terakhir, rasio Posyandu terhadap jumlah

balita di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan tren

peningkatan. Pada tahun 2020 rasio Posyandu per 1.000 balita tercatat

sebesar 14,68 dan meningkat secara bertahap menjadi 16,04 pada

tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan Posyandu

relatif mencukupi dalam menjangkau populasi balita, bahkan telah

melebihi rasio ideal nasional yaitu 1 Posyandu per 100 balita (setara

dengan 10 per 1.000 balita). Meskipun demikian, pemerataan

Posyandu secara geografis dan peningkatan kualitas pelayanan masih

menjadi tantangan utama, terutama di wilayah kepulauan dan desa

dengan akses terbatas.

Dalam upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer

yang lebih terintegrasi, Kementerian Kesehatan RI melalui transformasi

layanan primer mendorong pengembangan Posyandu sebagai bagian

dari jejaring Puskesmas dalam kerangka Integrasi Layanan Primer

(ILP).

Posyandu ILP adalah penguatan fungsi Posyandu sebagai titik

layanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan promotif dan

preventif yang terintegrasi dengan berbagai program kesehatan.

Posyandu tidak hanya menjadi tempat pemantauan tumbuh kembang

balita, tetapi juga mencakup layanan untuk remaja, lansia, deteksi dini

penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan

jiwa, dan pelayanan kesehatan keluarga.
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2. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam

rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi

masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana

kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya

masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanannya meliputi upaya-

upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh petugas

dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Poskesdes

juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi

berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya

Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga,

dan lain-lain. Dengan demikian poskedes juga berperan sebagai

koordinator UKBM-UKBM tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.11

Jumlah Poskesdes berdasarkan Kecamatan

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 s.d 2024

No Kecamatan
Jumlah

Desa/Kel

Jumlah Poskesdes

2020
202

1
2022 2023 2024

1 Pangkajene 9 4 4 4 4 4

2 Minasatene 8 8 8 8 8 8

3 Bungoro 8 9 9 9 9 10

4 Labakkang 13 8 8 8 8 9

5 Ma’rang 10 7 7 7 7 7

6 Segeri 6 4 4 4 4 4

7 Mandalle 6 3 3 3 3 3

8 Balocci 5 2 2 3 3 3
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No Kecamatan
Jumlah

Desa/Kel

Jumlah Poskesdes

2020
202

1
2022 2023 2024

9 Tondong Tallasa 6 7 7 8 8 8

10
LiukangTupabbirin

g
9 4 5 5 5 5

11
LiukangTupabbirin

g Utara
7 12 12 11 11 11

12 Liukang Kalmas 7 8 8 8 8 8

13 Liukang Tangaya 9 18 18 18 18 18

Sumber: Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2024

3. Pos UKK ( Pos Upaya Kesehatan Kerja).

Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan salah satu bentuk

pelayanan kesehatan tingkat dasar yang ditujukan untuk kelompok

pekerja informal di masyarakat, khususnya di wilayah kerja Puskesmas.

Adapun datanya sebagai berikut :

Tabel 2.12

Jumlah Pos UKK berdasarkan Kecamatan

Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 s.d 2024

No Kecamatan
Jumlah

Desa/Kel

Jumlah Pos UKK

2020
202

1
2022 2023 2024

1 Pangkajene 9 8 8 8 8 7

2 Minasatene 8 11 11 11 10 9

3 Bungoro 8 6 6 6 7 7

4 Labakkang 13 10 10 11 12 12

5 Ma’rang 10 4 4 4 6 6
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No Kecamatan
Jumlah

Desa/Kel

Jumlah Pos UKK

2020
202

1
2022 2023 2024

6 Segeri 6 5 5 6 6 6

7 Mandalle 6 3 3 3 4 4

8 Balocci 5 1 1 1 2 2

9 Tondong Tallasa 6 2 2 2 2 2

10
LiukangTupabbirin

g
9 2 2 2 2 1

11
LiukangTupabbirin

g Utara
7 4 4 4 3 3

12 Liukang Kalmas 7 5 5 5 5 5

13 Liukang Tangaya 9 7 7 8 8 8

Sumber: Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024

2.1.2.4 Kondisi Infrastruktur Fisik Fasilitas Kesehatan (FASYANKES)

Infrastruktur fisik pada Fasyankes mempunyai peranan penting dalam

menjamin terselenggaranya kesehatan yang aman, bermutu dan merata.

Kondisi Infrastruktur fisik di fasyankes berbeda beda disetiap wilayah, yaitu

wilayah daratan dan Kepulauan. Di Beberapa fasilitas pelayanan,

khususnya puskesmas masih belum memenuhi standar pelayanan, atau

mengalami kerusakan ringan hingga berat. Adapun rekap kondisi

infrastruktur fisik di Fasyankes dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.13

Kondisi Infrastruktur Fisik Fasyankes

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tahun 2024

N

o
Fasyankes

Kondisi

Jumla

hBaik

Rusak

Ringa

n

Rusak

Sedan

g

Rusa

k

Berat

1 Puskesmas 16 3 3 1 23

2 Rumah Dinas 36 14 7 19 76

3 Pos Kesehatan Desa 47 18 14 16 95

4 Puskesmas

Pembantu

22 10 12 16 60

Sumber : Sub Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bawah masih terdapatnya

fasyankes dengan kondisi yang belum memadai hal ini menyebabkan

keterbatasan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di masyarakat.

2.1.2.5 Daftar Aset Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan kabupaten Pangkajene dan Kepuauan memiliki

sejumlah aset yang digunakan dalam mendukung operasional pelayanan

kesehatan. Aset tersebut tersebar pada Kantor Dinas Kesehatan, Rumah

Sakit, Puskesmas, Gedung Farmasi, dan Labkesda.

Keberadaan dan kondisi aset yang memadai menjadi salah satu

faktor penentu efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
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Tabel 2.14

Daftar Aset Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No Jenis Aset

Status

jumlah
Baik Sedang

Rusak

Besar

I Dinas Kesehatan

1 Gedung Kantor 1 - - 1

2 UPTD Puskesmas 23 - - 23

3 UPTD Labkesda 1 - - 1

4 Instalasi Farmasi 1 - - 1

5 Aula Dinas Kesehatan 1 - - 1

6 Gedung Forum Kabupaten

Sehat 1 - - 1

7 Gedung Pojok ASI dan

Ruangan Ramah Anak 1 - - 1

8 Gedung Ruang Imunisasi 1 - - 1

9 Rumah Dinas 43 - - 43

10 Pustu 61 - - 60

11 Poskesdes 95 - - 95

12 Mobil 4 - - 4

13 Ambulance 53 - 2 55

14 Ambulance Laut 7 - - 7

15 Motor 111 - 14 125

16 Kendaraan Bermotor Roda

Tiga 7 - - 7

II. Rumah Sakit Batara Siang

1 Gedung Utama 1 - - 1

2 Gedung UGD 1 - - 1

3 Gedung Perawatan 14 - - 14

4 Gedung Laboratorium 1 - - 1

5 Gedung Radiologi 1 - - 1

6 Gedung Instalasi Farmasi 1 - - 1

7 Gedung Rehabilitasi Medik 1 - - 1

8 Gedung CSSD 1 - - 1

9 Gedung Laundry 1 - - 1

10 Gedung Instalasi Gizi 1 - - 1

11 Gedung ICU 1 - - 1

12 Gedung IGD PONEK 1 - - 1

13 Gedung OK 1 - - 1

14 Gedung Fisioterapi 1 - - 1

15 Gedung Unit Transfusi Darah 1 - - 1
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No Jenis Aset

Status

jumlah
Baik Sedang

Rusak

Besar

16 Gedung Workshop 1 - - 1

17 Gedung Pemulasaran

Jenazah 1
- -

1

18 Gedung Penunjang 1 - - 1

19 Selasar 1 - - 1

20 Ruangan Arsip RS 1 - - 1

21 Mobil 3 - - 3

22 Ambulance 5 3 8

23 Motor 1 - - 1

24 Bus UTD 1 - - 1

III. Rumah Sakit Umum Daerah Batiling

1 Gedung Utama 1 - - 1

2 Gedung UGD 1 - - 1

3 Gedung Persalinan 1 - - 1

4 Gedung Perawatan 4 - - 4

5 Gedung Laboratorium 1 - - 1

6 Gedung Radiologi 1 - - 1

7 Gedung Instalasi Farmasi 1 - - 1

8 Gedung Rehabilitasi Medik 1 - - 1

9 Gedung CSSD 1 - - 1

10 Gedung Laundry 1 - - 1

11 Gedung Instalasi Gizi 1 - - 1

12 Gedung Pemulasaran
Jenazah 1 - - 1

13 Gedung Penunjang 2 - - 2

14 Selasar 1 - - 1

15 Ruangan IPSRS RSUD
Batiling - - 1 1

16 Rumah Dokter RSUD Batiling 1 - - 1

17 Rumah Sakit Pratama Sailus

18 Gedung Utama 1 - - 1

19 Gedung UGD 1 - - 1

20 Gedung Pelayanan Rawat
Jalan 1 - - 1

21 Gedung Rawat Inap 1 - - 1

22 Gedung Perawatan Tingkat
Tinggi HCU 1 - - 1

23 Gedung Pelayanan Bedah
Central 1 - - 1

24 Gedung Pelayanan Rawat
Intensif (ICU) 1 - - 1

25 Gedung Instalasi
Radiognostik 1 - - 1
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No Jenis Aset

Status

jumlah
Baik Sedang

Rusak

Besar

26 Gedung Instalasi
Laboratorium 1 - - 1

27 Gedung Instalasi Rehabilitasi
Medik 1 - - 1

Sumber : Sub Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

2.2 KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki

peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan

bermutu. Selama periode 2020–2024.

Pencapaian kinerja dari Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai tugas dan fungsinya dapat diukur melalui indikator

kinerja yang telah ditetapkan pada renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-

2024. Indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan yaitu Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM Dinas

Kesehatan dan indikator lain.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur utama

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam

mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah di

bidang kesehatan.

Adapun Capaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan untuk

periode Tahun 2020-2024 dapat lihat Pada Tabel Berikut:
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Tabel 2.15
Capaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2020-2024

No
Indikator Kinerja Sesuai

tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Satuan
Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

1. UHH (Umur Harapan
Hidup)

Nilai 72,12 72,25 72,62 72,87 73,11

2. IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat)

Nilai 79,07 77,05 83,04 83,15 89,48

3. Angka Kematian Ibu (per
100.000 Kelahiran hidup)
a. Kasus Kematian ibu
b. Jumlah kelahiran Hidup

Kasus
Bayi

105,76

6
5.673

145,87

8
5.484

148,2

8
5.398

109,46

6
5.481

94,77

5
5.276

4. Angka Kematian Bayi (per
1.000 Kelahiran hidup)
a. Kasus Kematian Bayi
b. Jumlah Kelahiran

Hidup

Kasus
Bayi

3,17

18
5.673

2,37

13
5.484

1,48

8
5.398

2,37

13
5.481

0,75

4
5.276

5. Prevalensi Stunting :
- Versi ePPGBM
- Versi Survei Nasional

(SKI, SSGI)

Nilai
Nilai

14,53
N/A

12,14
33,1

10,6
34,2

10,0
30,0

9,3
25.51

5. Indeks Keluarga Sehat
(IKS)

Nilai 0.20 0.22 0.33 0.38 0.44

6. Indeks SPM Kesehatan Nilai N/a N/a 92.65 94.43 96.06

7. Prevalensi Penyakit
Menular dan Penyakit
Tidak menular

per
100.00
0
Pendud
uk

N/a 7208 10159 10078 9783

8. Persentase Capaian
Puskesmas ILP

Persent
ase

N/a N/a N/a N/a 40

Sumber : Sub Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2024
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Dari data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) relatif baik, tetapi

masih perlu penguatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan, penyediaan

tenaga kesehatan strategis (dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga

laboratorium), serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam hal

digitalisasi data dan pelayanan berbasis sistem informasi kesehatan

daerah.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan

yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan

kewenangan Dinas Kesehatan.Indikator Kinerja Kunci merupakan ukuran

utama yang menggambarkan kinerja strategis Dinas Kesehatan terhadap

pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kesehatan. Capaian

indikator kinerja kunci mencerminkan hasil nyata dari pelaksanaan

program kesehatan yang telah dijalankan.

Adapun Capaian Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan untuk

periode Tahun 2020-2024 dapat lihat Pada Tabel Berikut:

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2020-2024

No
Indikator Kinerja Sesuai tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan
Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

1. Rasio daya tampung Rumah Sakit
terhadap jumlah penduduk

Nilai 0,06 0,06 0,06

2. Persentase RS Rujukan Tingkat
Kabupaten yang terakreditasi

Persen 100 33,3 33,3

3. Persentase Ibu Hamil
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai
standar

Persen 95,04 95,05 97,81
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No
Indikator Kinerja Sesuai tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan
Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

4. Persentase ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan

Persen 95,66 97,49 94,82

5. Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 101,24 100 97,98

6. Cakupan pelayanan kesehatan
balita sesuai standar

Persen 85,78 92,34 92,22

7. Persentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persen 106,62 100 100

8. Persentase orang usia 15 - 29
tahun yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

Persen 94,44 99,13 98,9

9. Persentase warga negara usia 60
tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar

Persen 100,04 97,63 94,94

10. Persentase pernderita hipertensi
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 79,59 93,44 87,61

11. Persentase penderita DM yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 108,05 100 100

12. Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 120,97 100 100

13. Persentase orang terduga TBC
mendapatkan pelayananTBC
sesuai standar

Persen 110,06 100 100

14. Persentase orang dengan resiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanandeteksi dini HIV sesuai
standar

Persen 91,15 97,17 100
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No
Indikator Kinerja Sesuai tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan
Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

15. Persentase peningkatan
kompetensi SDM Bidang
Kesehatan

Persen 29.94

16. Persentase cakupan sediaan
farmasi, alat kesehatan dan
makanan dan minuman

Persen 98

17. Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yang terakreditasi

Persen 96.15

Sumber : Sub Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024

Dari data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan tren

positif, namun masih banyaknya tantangan yang perlu dihadapi terutama

dalam hal pemerataan kualitas pelayanan antar wilayah, terutama di daerah

kepulauan. Ketersediaan tenaga medis dan non-medis, sarana transportasi

kesehatan, serta keterbatasan sistem rujukan.

2.2.3 Standar Pelayanan Minimal ( SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai

jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara

secara minimal, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk jaminan

pemenuhan hak konstitusional warga dalam pelayanan publik.

Adapun Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas

Kesehatan untuk periode Tahun 2020-2024 dapat lihat Pada Tabel Berikut:
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Tabel 2.17
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2020-2024

No
Indikator Kinerja Sesuai

tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Satuan
Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

1. Persentase Ibu Hamil
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai
standar

Persen 95,04 95,05 97,81

2. Persentase ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan

Persen 95,66 97,49 94,82

3. Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 101,24 100 97,98

4. Cakupan pelayanan kesehatan
balita sesuai standar

Persen 85,78 92,34 92,22

5. Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 106,62 100 100

6. Persentase orang usia 15 - 29
tahun yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar

Persen 94,44 99,13 98,9

7. Persentase warga negara usia
60 tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar

Persen 100,04 97,63 94,94

8. Persentase pernderita
hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persen 79,59 93,44 87,61

9. Persentase penderita DM yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 108,05 100 100
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No
Indikator Kinerja Sesuai

tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Satuan
Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

10. Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persen 120,97 100 100

11. Persentase orang terduga
TBC mendapatkan
pelayananTBC sesuai standar

Persen 110,06 100 100

12. Persentase orang dengan
resiko terinfeksi HIV
mendapatkan
pelayanandeteksi dini HIV
sesuai standar

Persen 91,15 97,17 100

Sumber : Sub Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024

Dari data Capaian Indikator SPM Secara umum menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian beberapa indikator

seperti penemuan kasus tuberkulosis, pelayanan kesehatan pada wilayah

kepulauan, serta penanganan gizi kurang dan stunting masih perlu

diperkuat. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana transportasi di

wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor pembatas yang perlu ditangani

melalui strategi kolaboratif lintas sektor.

2.2.4 Sustainable Development Goals/SDGs

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan dalam periode sebelumnya telah berkontribusi terhadap

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 3: Menjamin Kehidupan

yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan bagi Semua Orang di Segala

Usia.

Adapun Capaian Indikator SDGs Dinas Kesehatan untuk periode

Tahun 2020-2024 dapat lihat Pada Tabel Berikut:
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Tabel 2.18
Capaian Indikator SDGs Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2020-2024

No

Indikator Kinerja
Sesuai tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Satuan

Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

I SDGs Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

1. Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada anak di
bawah lima tahun/balita
(Versi ePPGBM)

Persen 14,53 12,14 10,6 10,0 9,3

2. Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada anak di
bawah lima tahun/balita
(Versi Survei Nasional
(SKI, SSGI)

Persen N/A 33,1 34,2 30,0 25.5
1

3. Prevalensi wasting
(berat badan/tinggi
badan) anak pada usia
kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe (Versi
ePPGBM)

persen 5.7 4.3 5.1

4. Prevalensi wasting
(berat badan/tinggi
badan) anak pada usia
kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe (Versi
Survei Nasional (SKI,
SSGI)

Persen 3.91

5. Prevalensi Anemia pada
Ibu hamil Usia 15-49
tahun

Persen 7.2

II SDGs Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
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No

Indikator Kinerja
Sesuai tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Satuan

Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

1. Angka Kematian ibu
(AKI) per 100.000
Kelahiran Hidup

per
100.000
Kelahiran
Hidup

105,7
6

145,8
7

148,
2

109,4
6

94,7
7

2. Proporsi Perempuan
pernah kawin umur 15-
49 yang proses
melahirkan terakhir
ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih

Persen 95.0
4

3. Proporsi perempuan
pernah kawin umur 15-
49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya
di fasilitas kesehatan

Persen 99

4. Angka Kematian Balita
(AKBa) per 1.000
Kelahiran Hidup

Per 1.000
kelahiran
hidup

0.75

5. Angka Kematian Bayi
(AKB) per 1.000
kelahiran hidup

Per 1.000
kelahiran
hidup

0.75

6. Angka Kematian
Neonatal (AKN) per
1000 kelahiran hidup

Per 1.000
kelahiran
hidup

7.2

7. Jumlah infeksi baru HIV
per 1000 penduduk tidak
terinfeksi

Per 1.000
kelahiran
hidup

0.09
3

8. Insidens Tuberkulosis
(ITB) per 100.000
penduduk

per
100.000
Jumlah
Pendudu
k

226

9. Kejadian Malaria per
1.000 orang

Per 1.000 N/a N/a 0,15 0,27 0.23
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No

Indikator Kinerja
Sesuai tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Satuan

Realisasi Capaian Tahun Ke -

2020 2021 2022 2023 2024

10. Proporsi kasus kusta
yang ditemukan dan
diobati

Persen N/a N/a 100 100 100

11. Persentase merokok
penduduk usia 10-18
tahun

Persen N/a N/a 0,58 1,91 8,80

12. Prevalensi tekanan
darah tinggi

Persen N/a N/a 7,85 10,08 4,24

13. Prevalensi obesitas

pada penduduk umur

≥18 tahun

Persen N/a N/a 2,99 5,13 4.24

14. Cakupan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)

Persen N/a N/a 73,6
3

96,6 96,8
5

15. Persentase merokok

pada penduduk umur

≥15 tahun

Persen N/a N/a 0,58 1,91

III SDGs Tujuan 6 : Akses Air bersih

1. Persentase rumah
tangga yang memiliki
fasilitas cuci tangan
dengan sabun dan air

Persen 96.55 96,4
7

2. Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap sanitasi
layak

Persen 90 94.2 100 100 100

Sumber : Sub Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024

Dari data Capaian Indikator SDGs diatas, hampir di semua indikator

menunjukkan tren kemajuan. Namun masih banyaknya tantangan yang
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akan dihadapi seperti pengendalian penyakit tidak menular, peningkatan

kesehatan ibu dan bayi, serta ketersediaan layanan kesehatan yang merata

di seluruh wilayah, termasuk kepulauan.
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Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan

Tahun 2022-2024 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Uraian Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi danAnggaranTahun

ke-

Rata-RataPertumbuhan

Tahunke-

Program/Kegiatan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 17 20 21

1

PROGRAMPENUNJANGURUSAN

PEMERINTAHANDAERAH

KABUPATEN/KOTA

111.240.125.101 107.298.274.627 178.082.440.389 109.757.131.822 106.479.757.203 176.537.631.377 98,67 99,24 99,13 -12,52 -12,40

1. 2
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah
492.415.000 227.496.000 234.946.000 482.097.720 226.800.000 232.346.000 97,90 99,69 98,89 -50,18 -50,17

1. 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.702.249.501 103.989.414.527 116.143.517.991 107.293.782.347 103.233.883.908 115.268.086.455 98,70 99,27 99,25 -30,88 -30,71

1. 4
Administrasi Barang Milik Daerah pada

PerangkatDaerah
29.996.000 22.079.800 16.301.000 29.927.000 19.375.000 16.301.000 99,77 87,75

100,0

0
-50,85 -50,37

1. 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 587.919.600 466.409.000 290.634.400 586.864.600 465.809.000 290.498.600 99,82 99,87 99,95 -52,78 -52,75

1. 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 715.013.000 2.023.379.000 2.434.818.000 698.192.827 1.984.362.878 2.411.919.988 97,65 98,07 99,06 34,44 35,25

1. 7
PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah
361.619.000 316.880.753 341.574.611 310.620.000 94,46 98,02 -66,67 -66,67

1. 8
Penyediaan JasaPenunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
361.619.000 367.295.000 375.990.800 354.703.651 103,97 96,57 -32,81 -35,22

1. 9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
350.913.000 207.877.300 278.047.245 324.692.717 173.535.617 268.213.348 92,53 83,48 96,46 -35,67 -30,67

1. 10 PeningkatanPelayanan BLUD 58.000.000.000 57.384.942.335 98,94 -33,33 -33,33
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Uraian Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi danAnggaranTahun

ke-

Rata-RataPertumbuhan

Tahunke-

Program/Kegiatan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 17 20 21

2

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGANDANUPAYA

KESEHATANMASYARAKAT

225.584.121.680 182.349.546.138 180.190.547.435 0 188.400.732.404 173.947.263.379 159.281.663.502 0 83,52 95,39 88,40 -40,12 -38,70

2. 1

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

82.980.299.713 41.771.898.284 80.401.101.095 67.600.165.276 40.317.812.805 77.940.955.001 81,47 96,52 96,94 -19,06 -15,68

2. 2

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM

dan UKP Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

139.358.858.967 140.001.428.854 99.411.750.540 117.972.076.408 133.069.806.345 80.979.033.281 84,65 95,05 81,46 -0,14 -0,13

2. 3
Penyelenggaraan Sistem Informasi

Kesehatan Secara Terintegrasi
1.465.614.000 46.079.000 282.244.800 1.264.424.720 46.079.000 276.949.800 86,27 100,00 98,12 105,22 101,56

2. 4

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, Ddan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

1.779.349.000 530.140.000 95.451.000 1.564.066.000 513.565.229 84.725.420 87,90 96,87 88,76 -84,07 -83,56

3
PROGRAMPENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN
507.962.200 1.987.316.000 1.692.733.200 0 499.439.356 1.930.200.000 1.602.384.057 0 98,32 97,13 94,66 58,80 56,50

3. 1

Perencanaan Kebutuhan dan

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

154.040.200 99.860.000 245.288.600 148.630.200 97.960.000 209.323.500 96,49 98,10 85,34 3,49 -6,80

3. 2

Pengembangan Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia

Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota

353.922.000 1.887.456.000 1.447.444.600 350.809.156 1.832.240.000 1.393.060.557 99,12 97,07 96,24 103,33 99,44

4
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT

KESEHATANDANMAKANANMINUMAN
277.245.600 357.901.800 411.587.500 0 252.965.600 342.853.800 378.614.300 0 91,24 95,80 91,99 -18,64 -18,01

4. 1

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT)

50.375.600 79.792.800 106.102.500 49.525.600 77.767.800 104.889.300 98,31 97,46 98,86 -2,88 -2,70
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Uraian Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi danAnggaranTahun

ke-

Rata-RataPertumbuhan

Tahunke-

Program/Kegiatan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 15 16 17 20 21

4. 2

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT

sebagai Izin Produksi, untuk Produk

MakananMinuman Tertentu yang Dapat

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

91.930.000 95.065.000 124.230.000 77.260.000 82.042.000 104.220.000 84,04 86,30 83,89 -21,97 -22,26

5
PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN
1.238.157.949 1.522.075.000 281.774.400 0 1.198.678.000 1.366.741.000 276.764.400 0 96,81 89,79 98,22 -52,85 -55,24

5. 1

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran sertaMasyarakat dan

Lintas Sektor Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

555.822.000 194.879.000 553.432.000 194.470.000 99,57 99,79 -54,98 -54,95

5. 2
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif

Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
682.335.949 1.131.546.000 645.246.000 1.021.321.000 94,56 90,26 -11,39 -13,91

5. 3

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

195.650.000 281.774.400 150.950.000 276.764.400 77,15 98,22 -18,66 -5,55

Sumber : Sub Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Dari data diatas dapat lihat bahwa beberapa program dan Kegiatan mengalami rata-rata pertumbuhan negatif, namun tingkat

realisasi yang konsisten tinggi (di atas 90%) hal ini menunjukkan:

1. Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang baik.

2. Kebijakan rasionalisasi anggaran diarahkan untuk memperkuat prioritas utama sektor kesehatan.

3. Perubahan struktur pendanaan mencerminkan pergeseran menuju pelayanan dasar yang lebih berdampak langsung bagi

masyarakat.
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Oleh karena itu, tren pertumbuhan negatif tidak menunjukkan penurunan kinerja, melainkan refleksi dari optimalisasi anggaran

dan perbaikan tata kelola keuangan sektor kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
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2.2.5 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan merupakan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi penerima

manfaat dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, kelompok sasaran dapat

dikategorikan ke dalam beberapa lapisan utama, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Secara umum, kelompok sasaran pembangunan kesehatan

dibedakan menjadi sasaran langsung (individu atau kelompok masyarakat)

dan sasaran tidak langsung (institusi dan jejaring pendukung). Sasaran

tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.20
Kelompok Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No Urusan
Kesehatan

Kelompok sasaran Fokus Intervensi

1. Kesehatan Ibu,
Anak dan Keluarga

- Ibu hamil,
bersalin, nifas

- Bayi dan balita
- Pasangan usia

subur
- Remaja putri

- Peningkatan
cakupan ANC,
persalinan nakes

- Pencegahan
stunting dan
kematian ibu/bayi

- Kesehatan
reproduksi remaja

2. Gizi Masyarakat - Bayi dan balita
- Ibu hamil dan

menyusui
- Anak usia

sekolah
- Masyarakat

rawan gizi

- Pencegahan
stunting dan
wasting

- Edukasi gizi
seimbang dan
fortifikasi pangan
lokal

3. Kesehatan
Lingkungan dan
Kesehatan Kerja

- Masyarakat
umum

- Pengelola sarana

- Pengendalian risiko
lingkungan

- Pengawasan
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No Urusan
Kesehatan

Kelompok sasaran Fokus Intervensi

air bersih dan
sanitasi

- Pekerja sektor
informal dan
formal

kualitas air dan
sanitasi

- Kesehatan dan
keselamatan kerja
(K3)

4. Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat

- Seluruh lapisan
masyarakat

- Kader kesehatan
- Tokoh

masyarakat dan
organisasi lokal

- Edukasi perilaku
hidup bersih dan
sehat (PHBS)

- Pemberdayaan
masyarakat dan
desa siaga

5. Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit (P2P)

- Masyarakat
umum

- Kelompok
berisiko tinggi
(HIV, TB, DBD,
malaria, ISPA,
PTM)

- Wilayah endemis
dan kepulauan

- Eliminasi penyakit
menular

- Deteksi dini dan
pengendalian faktor
risiko PTM

Pelayanan
Kesehatan Dasar
dan Rujukan

- Masyarakat
pengguna
layanan
puskesmas dan
rumah sakit

- Peserta JKN dan
non-JKN

- Peningkatan mutu
pelayanan dasar
dan rujukan

- Pemerataan akses
pelayanan di pulau-
pulau

Kefarmasian dan
Alat Kesehatan

- Fasilitas
kesehatan
(puskesmas, RS,
klinik, apotek)

- Tenaga
kefarmasian

- Masyarakat
pengguna obat

- Ketersediaan dan
distribusi obat

- Pengawasan mutu
dan rasionalitas
penggunaan obat

Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

- Tenaga
kesehatan dan
tenaga

Pemetaan,
pemerataan, dan
peningkatan
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No Urusan
Kesehatan

Kelompok sasaran Fokus Intervensi

penunjang
- Institusi

pendidikan
kesehatan

- Calon nakes
daerah

kompetensi SDM
kesehatan

Manajemen dan
Dukungan
Pelayanan
Kesehatan

- Aparatur Dinas
Kesehatan

- Unit pelaksana
teknis
(puskesmas,
labkesda, gudang
farmasi)

- Lintas sektor dan
mitra kerja

- Penguatan tata
kelola,
perencanaan, dan
evaluasi

- Integrasi sistem
informasi dan
peningkatan
akuntabilitas

- Koordinasi lintas
sektor

Sumber : Sub Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene
dan KepulauanTahun 2024

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional.

Permasalahan dan isu strategis berikut ini dirumuskan berdasarkan hasil

evaluasi kinerja lima tahunan, kajian terhadap data dan informasi kesehatan

daerah, analisis lingkungan strategis, serta mempertimbangkan masukan

dari berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan

musyawarah perencanaan pembangunan kesehatan.

2.3.1 Permasalahan Dinas Kesehatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan,
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baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut

merupakan hasil identifikasi dari evaluasi capaian kinerja.

Adapun identifikasi masalah masalah yang muncul yang muncul

adalah sebagai berikut :

1. Derajat Kesehatan Masyarakat masih perlu ditingkatkan

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan secara umum menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa

tahun terakhir, namun capaian indikator utama kesehatan masih belum

optimal dan belum merata di seluruh wilayah. beberapa indikator

utama yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat masih

berada di bawah target yang diharapkan.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu sebesar 94,77 per

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, meskipun telah

menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat sebesar 0.76 per

1.000 kelahiran hidup, yang masih perlu mendapat perhatian melalui

peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta

penguatan sistem rujukan maternal neonatal.

Grafik 2.1
Angka Kematian Ibu (AKI)

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Sumber : Bidang Binkesmas Dinas kesehatan Tahun 2024
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Grafik 2.2
Angka Kematian Bayi (AKB)

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020-2024

Sumber : Bidang Bingkesmas Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan
KepulauanTahun 2024

Permasalahan lain yang menonjol adalah tingginya prevalensi

stunting pada balita, yang mencapai (misalnya: 34,0% pada tahun 2023),

masih di atas target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Kondisi ini

menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam intervensi gizi spesifik dan

sensitif, terutama di wilayah kepulauan dan pegunungan. Selain itu,

prevalensi gizi kurang dan gizi buruk masih ditemukan di beberapa

kecamatan dengan capaian pelayanan gizi yang belum optimal.

Tabel 2.21
Prevalensi Stunting

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
tahun 2020-2024

Tahun Prevalensi Stunting Versi

ePPGBM

Prevalensi stunting Versi

Survei Nasional (SKI,

SSGI)

2020 14,53 N/A

2021 12,14 33,1
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2022 10,6 34,2

2023 10,0 34,0

2024 9,3

Sumber : Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024

Di sisi lain, angka kejadian penyakit menular seperti tuberkulosis (TB)

dan HIV/AIDS masih menunjukkan peningkatan kasus baru setiap

tahunnya, menandakan perlunya penguatan deteksi dini, surveilans, dan

dukungan terhadap pengobatan berkelanjutan.

Kesehatan lingkungan, masih terdapat persentase rumah tangga

yang belum memiliki akses terhadap air minum layak 86% dan sanitasi

layak 93%, yang berdampak langsung terhadap munculnya penyakit

berbasis lingkungan seperti diare dan ISPA. Hal ini memperlihatkan bahwa

upaya lintas sektor dalam peningkatan kualitas lingkungan dan perilaku

hidup bersih sehat (PHBS) masih perlu diperkuat.

2. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan masih dihadapkan pada keterbatasan sarana,

prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, baik dari aspek

jumlah, ketersediaan, maupun distribusinya. Kondisi ini berdampak

langsung terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dan target pembangunan kesehatan daerah.

Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan memiliki 3 rumah sakit pemerintah, yaitu RSUD Batara Siang,

RS Batiling, dan RS Pratama Sailus. Namun, dari tiga rumah sakit

tersebut, dua rumah sakit masih belum beroperasi secara optimal karena

keterbatasan tenaga medis dan belum sepenuhnya menjalin kerja sama

dengan BPJS Kesehatan. Hal ini menyebabkan sebagian besar rujukan

pasien dari wilayah kepulauan masih ditangani oleh
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RSUD Batara Siang, sehingga beban pelayanan di rumah sakit tersebut

cukup tinggi.

Tabel 2.22

Rasio Rumah sakit Per 100.000 Penduduk dan

Rasio tempat Tidur Per 1.000 Penduduk

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

No Uraian Jumlah

1. Jumlah Rumah Sakit 3 (tiga) RS

2. Jumlah Penduduk 361.791 Jiwa

3 Jumlah Tempat Tidur 250

4 Rasio Rumah Sakit Per. 100.000

Penduduk

0,829

5 Rasio Tempat Tidur Per 1.000 Penduduk 0,69

Sumber : Bidang yankes Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024

Di tingkat pelayanan dasar, terdapat 23 UPT Puskesmas (16 berada

di wilayah daratan dan 7 di wilayah kepulauan) dengan jangkauan

pelayanan yang luas dan kondisi geografis yang menantang. Namun,

masih ada Puskesmas belum memiliki bangunan yang memenuhi

standar pelayanan minimal, dan sebagian besar fasilitas kesehatan di

wilayah kepulauan mengalami keterbatasan sarana transportasi medis,

fasilitas laboratorium, serta ruang rawat inap. Kondisi ini menghambat

kecepatan pelayanan, terutama dalam situasi gawat darurat atau rujukan

ke fasilitas lanjutan.

Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, jumlah tenaga kesehatan

pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.002 orang, yang terdiri dari dokter

umum 49 orang, dokter gigi 36 orang, perawat 348 orang, bidan 312

orang, tenaga gizi 58 orang, tenaga farmasi 74 orang, tenaga sanitarian

54 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat 87 orang. Meskipun secara

total jumlah tenaga kesehatan tampak mencukupi, distribusinya belum
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merata. Sebagian besar tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di

wilayah daratan, sementara di wilayah kepulauan terdapat kekurangan

tenaga dokter dan tenaga penunjang laboratorium.

Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk juga masih di bawah

standar nasional. Misalnya, rasio dokter umum sebesar 13,6 per 100.000,

masih jauh di bawah standar nasional. Begitu pula rasio bidan 86,7 per

100.000 penduduk dan perawat 96,7 per 100.000 penduduk,

menunjukkan beban kerja tinggi, terutama di daerah terpencil dan

kepulauan. Keterbatasan tenaga kesehatan ini berpengaruh terhadap

rendahnya cakupan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan ibu dan

anak, gizi, imunisasi, serta pengendalian penyakit.

Selain itu, kemampuan manajerial dan kompetensi teknis sebagian

tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar kepala

Puskesmas dan tenaga pelaksana belum pernah mengikuti pelatihan

manajemen Puskesmas, pelayanan gizi, surveilans, atau pelatihan

kegawatdaruratan dasar. Minimnya pelatihan berkelanjutan

menyebabkan variasi mutu pelayanan antar wilayah.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana pendukung

logistik dan sistem informasi kesehatan, seperti jaringan internet, aplikasi

pelaporan kesehatan (SIKDA, ASDK, dan e-PPGBM) yang belum

sepenuhnya berjalan optimal di wilayah kepulauan. Hal ini menghambat

kelancaran pelaporan, pemantauan capaian program, serta integrasi

data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.

3. Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki karakteristik

geografis yang unik, terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang

tersebar. Berdasarkan data administratif, wilayah ini mencakup 13

kecamatan dengan total 103 desa/kelurahan. Kondisi geografis yang

terbagi antara daratan, pegunungan dan kepulauan menjadikan akses

terhadap pelayanan kesehatan tidak merata, terutama di wilayah
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kepulauan yang memiliki hambatan transportasi dan keterbatasan

infrastruktur dasar.

Terdapat 23 UPT Puskesmas di Kabupaten Pangkep, dengan 16

berada di wilayah daratan dan 7 di wilayah kepulauan. Sebagian besar

Puskesmas di kepulauan belum memiliki sarana dan prasarana yang

memadai. Serta keterbatasan alat transportasi laut yang memadai untuk

rujukan pasien ke rumah sakit di daratan.

Akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan juga sangat

bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan transportasi laut.

Dalam kondisi gelombang tinggi, pelayanan rujukan sering tertunda

hingga 1–2 hari, yang dapat berdampak fatal bagi pasien dengan

kondisi gawat darurat seperti komplikasi persalinan atau penyakit kronis.

Hal ini diperburuk oleh keterbatasan tenaga medis dan tenaga

kesehatan terampil di Puskesmas kepulauan.

Kondisi ini juga berdampak pada indikator derajat kesehatan

masyarakat, di mana angka kematian ibu dan bayi di wilayah kepulauan

masih lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. sebagian besar

disebabkan oleh keterlambatan penanganan medis akibat sulitnya

akses dan keterbatasan fasilitas rujukan.

4. Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Belum Optimal

Salah satu tantangan penting dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

adalah belum optimalnya sistem informasi kesehatan dan mekanisme

pemantauan kinerja program. Kondisi ini berdampak pada

keterlambatan penyediaan data, rendahnya kualitas analisis, dan

keterbatasan pemanfaatan data untuk perencanaan berbasis bukti

(evidence-based planning).

Dari 23 Puskesmas yang ada, hampir semua Puskesmas belum

memiliki petugas data dan sistem informasi kesehatan masih dikelola

oleh tenaga fungsional lain yang merangkap tugas. Kondisi ini

berpengaruh terhadap kualitas dan konsistensi data antar program, di
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mana hasil kompilasi data dari Puskesmas sering kali tidak sinkron

dengan data di tingkat kabupaten dan provinsi.

Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana

teknologi informasi dan jaringan komunikasi, khususnya di wilayah

kepulauan. Dari total 13 Puskesmas di wilayah kepulauan, belum

memiliki koneksi internet stabil, dan belum memiliki perangkat komputer

dengan spesifikasi memadai untuk pengoperasian sistem pelaporan

daring. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesalahan input

data, serta rendahnya keandalan data yang digunakan untuk

pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja ke pusat.

5. Keterlibatan Masyarakat dan Lintas Sektor Masih Lemah

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan

oleh peran pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dan

sinergi lintas sektor. Namun, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

tingkat keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam

penyelenggaraan program kesehatan masih tergolong rendah, yang

berdampak pada belum optimalnya hasil berbagai program prioritas

kesehatan.

Keterlibatan masyarakat melalui Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) juga masih belum optimal.

Tercatat dari 392 Posyandu yang ada, masih belum berfungsi secara

optimal, baik karena keterbatasan kader, kurangnya dukungan

pembinaan dari Puskesmas, maupun minimnya insentif bagi kader.

Jumlah kader Posyandu aktif juga mengalami penurunan dibanding

tahun sebelumnya, yaitu dari 1.725 orang yang seharusnya 1.960

orang. Rendahnya motivasi kader ini berpengaruh terhadap capaian

indikator pelayanan dasar seperti imunisasi, gizi, dan kesehatan ibu-

anak.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS), capaian rumah tangga ber-PHBS di

Kabupaten Pangkep baru mencapai 64,2% pada tahun 2023, masih di
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bawah target nasional 80%. Rendahnya penerapan PHBS, terutama

di wilayah kepulauan dan daerah pesisir, menunjukkan masih

lemahnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya

kebersihan lingkungan, konsumsi gizi seimbang, dan pemanfaatan

fasilitas kesehatan.

Sementara itu, kerja sama lintas sektor dalam mendukung

program kesehatan juga masih terbatas. Meskipun telah ada forum

Kemitraan Lintas Sektor di bidang kesehatan, pelaksanaannya masih

belum rutin dan belum semua perangkat daerah terlibat aktif.

Misalnya, kolaborasi dengan sektor pendidikan dalam program UKS

dan kesehatan remaja belum berjalan maksimal, sedangkan sinergi

dengan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan

air bersih dan sanitasi masih menghadapi kendala koordinasi dan

pembiayaan.
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Tabel 2.23

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1

Belum Optimalnya Derajat

Kesehatan Masyarakat dan

tingkat Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat masih

perlu ditingkatkan

Cakupan pelayanan KIA, imunisasi, dan

gizi belum merata antar wilayah.

Akses pelayanan kesehatan di wilayah

kepulauan terbatas.

Perilaku hidup bersih dan sehat

masyarakat masih rendah.

Dukungan lintas sektor (air bersih,

sanitasi, pangan) belum optimal.

Rendahnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan Distribusi tenaga kesehatan tidak merata

antar wilayah.

Perencanaan kebutuhan SDM belum

berbasis analisis beban kerja.
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Keterbatasan anggaran untuk

pemeliharaan dan pengadaan sarana.

Belum optimalnya pemanfaatan dana

BLUD dan DAK fisik.

Kondisi geografis yang sulit dan

bergantung pada cuaca

Belum tersedianya kapal rujukan

kesehatan yang beroperasi reguler.

Kurangnya tenaga medis yang bertugas

menetap di pulau.

Sistem informasi kesehatan belum

terintegrasi dan akurat

Petugas pengelola data belum memiliki

kompetensi yang memadai.

Sarana dan jaringan internet terbatas di

wilayah kepulauan.

Kurangnya pelatihan dan supervisi

manajemen data.
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Belum ada integrasi data untuk

perencanaan berbasis bukti (evidence-

based planning).

Keterlibatan masyarakat dan lintas

sektor dalam pembangunan kesehatan

masih lemah

Koordinasi lintas sektor belum terstruktur

dan berkelanjutan.

Minimnya advokasi dan forum komunikasi

kesehatan lintas perangkat daerah.

Dukungan insentif dan pelatihan bagi

kader kesehatan masih terbatas.

Rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap perilaku hidup sehat.



69 | P a g e

2.3.2 Isu Strategis Dinas Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan

pelayanan kesehatan yang berkualitas, Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan melakukan identifikasi isu-isu strategis sebagai

dasar perencanaan jangka menengah tahun 2025–2029. Identifikasi ini

dilakukan melalui telaah terhadap dokumen perencanaan nasional dan

daerah, termasuk Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Pangkajene.

1. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan 2025–2029

Renstra Kementerian Kesehatan menetapkan transformasi

sistem kesehatan sebagai arah utama pembangunan kesehatan

nasional. Terdapat enam pilar transformasi kesehatan yang menjadi

dasar dalam penentuan isu strategis, yaitu:

● Transformasi Layanan Primer : Fokus pada penguatan Puskesmas

dan jaringan layanan primer, peningkatan cakupan dan mutu

layanan promotif-preventif, serta integrasi layanan berbasis

keluarga dan siklus hidup.

● Transformasi Layanan Rujukan: Penguatan rumah sakit, sistem

rujukan terintegrasi, peningkatan mutu dan akses layanan

spesialistik

● Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan: Meningkatkan

ketahanan terhadap krisis kesehatan melalui sistem surveilans,

logistik, dan manajemen kedaruratan yang kuat.

● Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan: Efisiensi

pembiayaan, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan

keberlanjutan pembiayaan kesehatan daerah.
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● Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan: Pemerataan

tenaga kesehatan yang kompeten, serta penguatan kapasitas SDM

melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

● Transformasi Teknologi Kesehatan: Digitalisasi sistem informasi

kesehatan, interoperabilitas data, dan pemanfaatan teknologi tepat

guna.

2. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

menekankan pada penguatan layanan primer dan percepatan

pencapaian indikator SPM Kesehatan, serta peningkatan akses

layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan,

dan kepulauan.

3. Telaah dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan

sejumlah tantangan lingkungan hidup yang berdampak pada derajat

kesehatan masyarakat, antara lain:

● Kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, seperti

banjir, kekeringan, dan abrasi pantai, yang berdampak pada

ketersediaan air bersih dan meningkatnya risiko penyakit berbasis

lingkungan.

● Pencemaran lingkungan, terutama di wilayah pesisir, akibat limbah

rumah tangga dan industri perikanan, yang berpotensi

meningkatkan kejadian diare dan penyakit kulit.

● Degradasi sumber daya air, yang berdampak pada kesehatan ibu

dan anak, serta penyebaran penyakit berbasis air.

● Tingginya potensi penyakit zoonosis akibat perubahan tata guna

lahan dan interaksi manusia-hewan yang meningkat.

4. Telaah dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2023–2043

menunjukkan bahwa arah pembangunan wilayah mencakup

pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan sebagai pusat
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ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata, serta pengembangan

wilayah daratan sebagai pusat administrasi dan layanan publik.

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan nasional,

provinsi, serta dokumen lingkungan dan tata ruang wilayah, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan sejumlah

isu strategis sebagai berikut:

1. Isu – isu Strategis Nasional

a. Pencegahan dan Penurunan Stunting

Stunting merupakan kondisi anak yang pendek untuk usianya,

disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama,

paparan infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Stunting dapat

menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif, serta memiliki dampak

jangka panjang pada produktivitas dan kualitas hidup anak.

Masih tingginya angka prevalensi stunting di Indonesia

mendorong pemerintah mengambil kebijakan dalam menetapkan

intevensi dalam mempercepat penurunan stunting, yang dijabarkan

menjadi lima pilar pencegahan stunting, yaitu komitmen dan visi

pimpinan, kampanye nasional, konvergensi program, kebijakan

ketahanan pangan, dan pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya

berbagai upaya dan strategi tersebut, diharapkan angka stunting di

Indonesia dapat terus menurun, sehingga generasi muda dapat

tumbuh dan berkembang secara optimal.

b. Penurunan AKI dan AKB

Pemerintah telah melakukan berbagai paya dalam mengurangi

jumlah kematian ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan,

dan masa nifas, serta kematian bayi di bawah umur 1 tahun. Upaya

ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga

kesehatan, dan masyarakat, serta melibatkan berbagai intervensi

dan program kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) dimana jumlah kematian perempuan

yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas (42 hari
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setelah persalinan) yang disebabkan oleh kehamilan atau

penatalaksanaan persalinannya. AKI merupakan indikator penting

untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, serta

keberhasilan pembangunan kesehatan.Angka Kematian Bayi (AKB)

sebagai jumlah kematian bayi yang terjadi di bawah umur 1 tahun

per 1.000 kelahiran hidup. AKB juga merupakan indikator kesehatan

masyarakat, khususnya terkait kesehatan bayi dan anak.

Berbagai Upaya Penurunan AKI dan AKB dilakukan dengan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan kualitas dan

akses pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan nifas, serta

pelayanan kesehatan bayi dan anak.,Perbaikan Kualitas

Pertolongan Persalinan yakni Memastikan pertolongan persalinan

dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang

memenuhi standar. Penguatan Pemberdayaan Perempuan

Memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi,

pentingnya pemeriksaan kehamilan, dan pentingnya pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan. Penyuluhan dan Edukasi dengan

mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya

kesehatan reproduksi, kehamilan sehat, persalinan aman, dan

perawatan bayi, Membangun kerja sama antara pemerintah,

lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak

terkait untuk mencapai tujuan bersama. Melakukan pemantauan dan

evaluasi secara berkala terhadap kinerja program penurunan AKI

dan AKB.dan optimalisasi Penggunaan Teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan

dan pengumpulan data.

c. Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

Rendahnya penemuan kasus TBC yang belum terdeteksi

dimasyarakat terutama pada kelompok rentan dan sulit dijangkau

seperti pekerja informal, anak-anak, dan penduduk di daerah

terpencil yang menyebabkan penularan tetap berlangsung. Disiplin

pasien dalam
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menjalani pengobatan masih menjadi tantangan terutama karena

lamanya durasi pengobatan sehingga sering terjadi kegagalan dalam

pengobatan akibat putus obat. Hal ini bertambah dengan adanya

stigma dan diskriminasi dimasyarakat membuat pasien enggan

memeriksakan diri dan terbuka mengenai penyakitnya yang

menghambat deteksi dan pengobatan. Keterbatasan sumber daya dan

kapasitas laboratorium untuk deteksi dini TBC, termasuk TBC resisten

obat. Kurangnya keterlibatan fasilitas pelayanan Kesehatan swasta dan

lintas sektor dalam hal pelaporan dan penanganan TBC belum optimal.

d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Upaya untuk mencegah dan mengontrol penyakit seperti

diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Upaya ini

mencakup pencegahan primer (menghindari risiko), pencegahan

sekunder (deteksi dini dan pengobatan), dan pencegahan tersier

(mengurangi komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup).

e. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan

upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan

kesehatan di tingkat primer (Puskesmas, klinik, dll) dan rujukan (rumah

sakit). Ini melibatkan peningkatan tenaga kesehatan, infrastruktur, serta

pembiayaan, serta optimalisasi sistem rujukan agar pasien dapat

mengakses pelayanan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan.

Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan

investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Upaya ini membutuhkan

kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

2. Isu – isu Strategis Regional

a. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Keterbatasan aksebilitas menjadi salah satu tantangan utama

dalam pelayanan kesehatan.Masyarakat didaerah terpencil dan

kepulauan seringkali kesulitan mengakses fasilitas kesehatanyang
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memadai, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan

mereka.

Kualitas fasilitas kesehatan juga masih perlu ditingkatkan.

Peralatan medis yang kurang memadai, infrastruktur yang belum

optimal, dan kurangnya fasilitas pendukung lainnya mempengaruhi

kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak memadai juga

menjadi tantangan. Kurangnya tenaga kesehatan yang terampil dan

berpengalaman, terutama di daerah pedesaan dan kepulauan,

mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan aksebilitas

masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Namun, peningakatan kualitas Pelayanan kesehatan menjadi

prioritas utama. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan

kompetensi tenaga kesehatan, memperbaiki infrastruktur fasilitas

kesehatan, dan meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan bagi

masyarakat. Dengan demikian , masyarakat dapat menikmati

pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

b. Transformasi Kesehatan

Enam pilar transformasi sistem kesehatan adalah Layanan

Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem

Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

● Transformasi Layanan Primer:

Memfokuskan pada pelayanan kesehatan di tingkat pertama,

seperti Posyandu dan Puskesmas, dengan peningkatan kualitas

layanan dan aksesibilitas.

● Transformasi Layanan Rujukan:

Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan rujukan,

khususnya untuk penyakit-penyakit yang menjadi penyebab

kematian tertinggi di Indonesia seperti penyakit jantung, stroke,

dan kanker.
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● Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan:

Memastikan ketersediaan dan kemandirian dalam penyediaan

obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan, serta meningkatkan

kemampuan tenaga kesehatan dalam menghadapi ancaman

kesehatan global.

● Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan

Menjamin pembiayaan kesehatan yang transparan, efektif, dan

efisien, serta menjamin pemerataan akses layanan kesehatan

bagi seluruh lapisan masyarakat.

● Transformasi SDM Kesehatan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan, terutama

dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

● Transformasi Teknologi Kesehatan

Memanfaatkan teknologi informasi dan bioteknologi untuk

meningkatkan kualitas layanan kesehatan, seperti melalui aplikasi

SATU SEHAT dan integrasi rekam medis elektronik.

c. Penguatan Kapasitas Kesehatan Daerah

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama

dalam pelayanan Kesehatan. Keterbatasan anggaran, peralatan

medis, dan infrastruktur mempengaruhi kualitas pelayanan

Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat.

Kualitas pelayanan Kesehatan juga masih perlu ditingkatkan.

Perlu peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, perbaikan

insfrastruktur fasilitas Kesehatan, dan peningkatan aksebilitas

pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat.

Pengelolaan Kesehatan Masyarakat juga menjadi prioritas pada

Pemerintah daerah berupa meningkatkan kesadaran Masyarakat

tentang pentingnya Kesehatan dan pencegahan penyait melalui

program-program promosi Kesehatan dan penyuluhan Kesehatan

Masyarakat.
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Kerja sama lintas sektor juga sangat penting dalam

meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan di KabupatenPangkep.

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kerja sama dengan

stakeholder lainnya, seperti organisasi Masyarakat sipil, sektor

swasta, dan pemerintah pusat, untuk meningkatkan kulaitas

pelayanan Kesehatan dan meningkatkan Kesehatan Masyarakat.

3. Isu – isu Strategis Daerah

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga

kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan.

Kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga

Kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan

Kesehatan. Fasilitas yang memadai seperti ruang tunggu yang

nyaman, kebersihan yang terjaga, dan ketersediaan air bersih dapat

meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien. Sarana dan

prasarana yang lengkap dan berfungsi dengan baik, seperti

peralatan medis yang canggih dan terawat, dapat membantu tenaga

kesehatan melakukan diagnosis dan pengobatan dengan lebih

efektif. Kondisi geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan kepulauan

menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan

kesehatan yang merata. Oleh karena itu, ketersediaan alat

transportasi untuk mendekatkan akses pelayanan kepada

masyarakat pada daerah terpencil seperti pegunungan dan

kepulauan merupakan hal yang penting dalam mengatasi hal

tersebut. Tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional dapat

memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi standar.

Kualitas sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan adalah dua

aspek penting yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Keduanya
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harus diperhatikan dan ditingkatkan untuk mencapai kepuasan

pasien dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

b. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak serta menurunkan stunting

Masalah kesehatan ibu dan anak, terutama stunting, menjadi

tantangan serius di Indonesia. Kurangnya asupan gizi pada ibu sejak

sebelum hamil, selama kehamilan, dan pada 1000 hari pertama

kehidupan anak menjadi akar masalah, menyebabkan tingginya

angka stunting. Stunting, yang didefinisikan sebagai kondisi anak

yang pendek untuk usianya, menghambat pertumbuhan fisik dan

kognitif, serta memiliki dampak jangka panjang pada produktivitas dan

kualitas hidup anak. Sama halnya beberapa daerah di Indonesia,

masalah kesehatan ibu dan anak seperti Angka Kematian Ibu (AKI),

Angka Kematian Bayi (AKB) serta stunting di Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan cukup signifikan. Beberapa upaya telah dilakukan

pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini seperti peningkatan

layanan Kesehatan ibu dan anak, Pendidikan Kesehatan, pemberian

makanan tambahan serta pemeriksaan tumbuh kembang anak.

Upaya percepatan penurunan stunting pun telah dilakukan pemerintah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, termasauk intervensi spesifik

dan intervensi sensitive. Namun, perlu dilakukan Upaya lebih lanjut

untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya

kesehatan ibu dan anak serta pencegahan stunting.

c. Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua usia

Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minuman

beralkohol, makanan yang tidak sehat serta kurangnya aktifitas fisik

merupakan pola hidup yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada

umumnya. Kebiasaan ini banyak memicu penyakit baik Penyakit

Menular dan Penyakit Tidak Menular di tengah masyarakat. Diare,

Demam Berdarah Dengue (DBD) serta infeksi saluran pernapasan

merupakan contoh penyakit menular yang banyak diderita

Masyarakat. Ditambah lagi dengan kasus Penyakit Tidak Menular
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seperti Hipertensi, Diabetes dan Obesitas yang banyak dialami tidak

hanya pada golongan lanjut usia, tetapi juga menjadi masalah

kesehatan pada usia produktif. Hal ini dapat dicegah dengan

membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Budaya hidup sehat

adalah fondasi penting untuk meningkatkan kesehatan secara

keseluruhan, baik fisik maupun mental. Ini melibatkan serangkaian

perilaku dan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan tubuh, seperti

konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, tidur yang cukup,

manajemen stres, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok

dan minum alkohol.

d. Cakupan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional secara menyeluruh

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan

kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki

keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok

masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun

terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan

pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali

mutu dan kendali biaya (cost containment).
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan

Kepulauan, sehingga rumusan menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada :

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perangkat Daerah

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan

kewenangannya.

b. Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja

sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan turut

mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan

Kepulauan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan 2025-2029 yaitu:

“Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing,

Amanah, Terampil dan Berkelanjutan”
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Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang

dijabarkan disektor Kesehatan tertuang pada misi 1 dan 4 yaitu:

Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelek,

kreatif, inovatif, dan berbudaya yang dijiwai Nilai-nilai Keagamaan.

✔ Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas

pendidikan yang kompetitif yang mampu beradaptasi dengan

perubahan teknologi dan globalisasi

✔ Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Jangkauan

Pelayanan Kesehatan secara merata

Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih,

Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance).

✔ Tujuan 4 : Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi

pada pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan

akuntabel.

✔ Sasaran 11 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

3.1 TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam

perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja

pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun dalam rentang waktu tahun

2025-2029. Untuk mendukung terwujudnya misi RPJMD tersebut di atas,

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu:

“Meningkatkan derajat kesehatan dan Kepuasan masyarakat di

bidang kesehatan”

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan memiliki keterkaitan erat dan terwujud jika ditunjang

koordinasi program, dukungan sumber daya dan sarana prasarana

memadai. Dinas Kesehatan menitikberatkan tujuan pada Upaya
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Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, yaitu upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan tingkat

kesehatan masyarakat secara umum yang berdampak pada pengurangan

angka kesakitan dan kematian, peningkatan akses terhadap layanan

kesehatan, upaya edukasi dan promosi kesehatan, upaya pencegahan

penyakit serta upaya perbaikan gizi, sanitasi, dan lingkungan yang sehat

serta upaya untuk memberikan kualitas pelayanan kesehatan kepada

masyarakat yang dapat digambarkan pada hasil atau output yang

diharapkan pada meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Upaya

Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

3.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai

secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan

terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran

dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat

dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian

sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan Rencana Kerja dan alokasi sumber daya organisasi setiap

tahun untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan

antara pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan, dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 3.1 sebagai

berikut :
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Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2029

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025 (Data diolah oleh Tim Penyusun Renstra)

Pada Tabel 3.1, menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator

Rencana Strategi Dinas Kesehatan dalam upaya mewujudkan Visi dan

Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di sektor kesehatan. Sasaran

yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

adalah:

Sasaran 1. Meningkatnya derajat kesehatan, jangkauan

pelayanan dan kualitas layanan masyarakat secara merata.

Sasaran ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah atau

puskesmas dalam meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat secara

menyeluruh, baik dari aspek derajat kesehatan, pemerataan akses,

maupun mutu pelayanan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan

NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG

RELEVAN

Tujuan Sasaran Indikator Satuan

Kondisi

Awal 2024
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keputusan Menteri

Dalam Negeri No.

900.1-2850 Tahun

2025 tentang

perubahan ketiga

atas keputusan

menteri dalam negeri

Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang

hasil verifikasi,

validasi dan

inventarisasi

pemutakhiran

klasifikasi, kodefikasi

dan nomenklatur

perencanaan

pembangunan dan

keuangan daerah

Sasaran :

S.1.1 . Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

dan Jangkauan

Pelayanan

Kesehatan Secara

Merata

S.4.2. Meningkatnya

Kualitas Layanan

Publik berbasis

Digital

Meningkatkan

derajat kesehatan

dan Kepuasan

masyarakat di

bidang kesehatan

1. UHH (Umur

Harapan Hidup)
Nilai 73,11 73,37 73,63 73,89 74,15 74,41 74,67

2. Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 89,48 90,4 93,09 95,78 98,48 100 100

1. Meningkatnya

derajat kesehatan,

jangkauan

pelayanan dan

kualitas layanan

masyarakat secara

merata

1. Indeks Keluarga

Sehat (IKS)
Nilai 0,44 0,51 0,57 0,64 0,7 0,77 0,83

2. Jumlah

Kematian Ibu
Jumlah 6 8 7 6 6 5 4

3. Jumlah

Kematian Balita
Jumlah 51 45 43 41 39 37 35

4. Indeks SPM

Kesehatan
Nilai 96,06 100 100 100 100 100 100

5. Prevalensi

Stunting
Persentase 25,51 23,59 21,67 19,76 17,84 15,92 14

6. Prevalensi

Penyakit Menular

dan Penyakit Tidak

Menular

per 100.000

penduduk
16567 17395 18265 19178 20137 21144 22201

7. Persentase

Capaian

Puskesmas ILP

Persentase 39,13 65,22 70 80 90 100 100

8. Tingkat Kualitas

Layanan

Masyarakat di

Bidang Kesehatan

Level 1 1 1 1 1 1 1

2. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja Dinas

Kesehatan

1. Nilai SAKIP

Dinas Kesehatan
Rating BB (73,7)

BB (70-

80)

BB (70-

80)

BB (70-

80)

BB (70-

80)

BB (70-

80)

BB (70-

80)
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pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pencegahan (preventif) dan

promosi kesehatan (promotif), disertai dengan peningkatan kualitas

pelayanan kuratif dan rehabilitatif.

Selain itu, perluasan jangkauan pelayanan menjadi fokus penting

agar masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat

mengakses layanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Pemerataan

tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan

teknologi informasi dalam pelayanan menjadi strategi pendukung dalam

mewujudkan sasaran ini.

Melalui pelaksanaan sasaran ini, diharapkan terjadi peningkatan

derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kesakitan dan kematian,

serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

yang diberikan secara merata dan berkeadilan.

Indikator Derajat Kesehatan, jangkauan pelayanan dan kualitas

layanan dapat diukur menggunakan beberapa indikator kesehatan, antara

lain :

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah nilai yang mencerminkan status

kesehatan keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

berdasarkan 12 (dua belas) indikator kesehatan yang ditetapkan

oleh Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengukur

kemajuan pembangunan kesehatan berbasis keluarga, menjadi

dasar intervensi oleh Puskesmas dan pemerintah daerah dan

mendorong pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Indikator IKS yang dimaksud adalah Keluarga mengikuti program

Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas

kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi

mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan

pertumbuhan, penderita TBC berobat sesuai standar, penderita

hipertensi melakukan pengobatan rutin, penderita gangguan jiwa

mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, keluarga tidak

merokok dalam rumah, keluarga memiliki akses air bersih, keluarga

menggunakan jamban sehat, dan keluarga menjadi peserta aktif
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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tujuan IKS adalah memberikan gambaran kondisi kesehatan

keluarga secara nasional, menjadi bahan perencanaan intervensi

bagi Puskesmas dan dinas kesehatan, dan mendorong partisipasi

masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

Jadi, IKS adalah ukuran penting dalam pendekatan kesehatan

berbasis keluarga, menilai apakah sebuah keluarga menerapkan

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta memiliki akses

layanan kesehatan yang memadai.

2. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal

dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstretik

atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus

insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42

hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

Penyebab umum kematian ibu adalah perdarahan (terutama pasca

persalinan), Eklampsia/Pre-eklampsia, Infeksi, komplikasi aborsi

tidak aman, Obstructed labor (persalinan macet), Penyakit penyerta

(diabetes, hipertensi, anemia, dsb)

Tujuan Nasional dan Global adalah :

a. SDGs (Sustainable Development Goals)

Menurunkan AKI hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran

hidup pada tahun 2030.

b. Target Indonesia (RPJMN) :

Mengurangi AKI hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup

(target nasional bervariasi tiap periode).

Upaya penurunan Jumlah Kematian Ibu adalah Peningkatan akses

pelayanan antenatal, persalinan, dan postnatal berkualitas,

Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan),

Ketersediaan rujukan cepat untuk kasus risiko tinggi, Penyuluhan

dan peningkatan kesadaran ibu tentang tanda bahaya kehamilan,

Program Keluarga Berencana untuk mencegah kehamilan risiko

tinggi.
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Jumlah Kematian Ibu (AKI) adalah indikator utama keberhasilan

sistem kesehatan ibu dan anak. Semakin rendah Jumlah Kematian

Ibu, semakin baik pula kualitas pelayanan kesehatan suatu negara,

terutama dalam aspek kesehatan reproduksi dan maternal.

3. Jumlah Kematian Balita

Jumlah kematian balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4

tahun (0-59 bulan) pada periode tahun tertentu yang digunakan

sebagai indikator penting tingkat kesehatan masyarakat, khususnya

kesehatan ibu dan anak.

Penyebab umum kematian balita adalah Bayi Berat Lahir Rendah

(BBLR), Asfiksia (gangguan napas saat lahir), Infeksi neonatus

(seperti sepsis, pneumonia, tetanus), Komplikasi persalinan,

Penyakit bawaan, serta kurangnya akses pelayanan neonatal.

Target dan tujuan global :

1. SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) : Menurunkan AKB

menjadi ≤12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

2. Target Indonesia (RPJMN) : menargetkan penurunan AKB

hingga sekitar 15 per 1.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian balita adalah indikator penting dalam menilai

kesejahteraan bayi, balita dan kualitas layanan kesehatan dasar.

Jumlah kematian yang tinggi biasanya mencerminkan : rendahnya

kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, Gizi buruk dan Akses

terbatas ke fasilitas medis yang layak. Sebaliknya, AKB yang rendah

menunjukkan kemajuan pembangunan kesehatan nasional.

4. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Menurut Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan: SPM Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan

mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara

secara minimal, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Tujuan SPM adalah menjamin pemerataan akses layanan kesehatan

dasar, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan

arah dan standar yang jelas bagi pemerintah daerah, mendukung
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pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Terdapat 12 indikator pelayanan kesehatan yang tergambar pada

SPM Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu

bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif,

usia lanjut, pelayanan penderita Hipertensi, penderita Diabetes

Mellitus, Gangguan jiwa berat, Orang terduga Tuberculosis dan

terdampak bencana.

Terdapat SPM bidang kesehatan dan SPM Rumah Sakit, dimana

SPM RS berdasar pada Permenkes 129 Tahun 2008 yang masih

berlaku sebagai dasar pelayanan Standar Minimal di RS dan

merupakan pedoman resmi yang menetapkan jenis dan mutu

pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh rumah sakit di

Indonesia. Keputusan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat

atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan setara.

5. Prevalensi Stunting

Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan RI, Persentase balita

(anak usia 0–59 bulan) yang mengalami stunting, yaitu gangguan

pertumbuhan fisik akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam

1.000 hari pertama kehidupan (sejak masa kehamilan hingga usia 2

tahun).

Stunting adalah kondisi panjang atau tinggi badan anak lebih rendah

dari standar usianya, yang diukur berdasarkan standar WHO. Artinya,

anak dikategorikan stunting jika memiliki tinggi badan menurut umur

(TB/U) < -2 standar deviasi (SD) dari median standar pertumbuhan

WHO.

Prevalensi stunting adalah ukuran penting untuk menilai status gizi

dan pembangunan kesehatan anak. Tingginya angka stunting

mencerminkan adanya kekurangan gizi kronis dan tantangan dalam

pelayanan kesehatan dasar. Penurunan stunting membutuhkan

intervensi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga

sanitasi.

6. Prevalensi Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Prevalensi penyakit menular adalah proporsi atau jumlah kasus
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penyakit menular yang ada pada suatu populasi dalam periode

waktu tertentu. Tujuan pengukuran prevalensi Penyakit menular

adalah untuk mengetahui seberapa besar beban penyakit menular di

Masyarakat dan sebagai dasar perencanaan program pencegahan

dan pengendalian penyakit, misalnya imunisasi, surveilans,

penyuluhan kesehatan, sanitasi.

Sedangkan prevalensi penyakit tidak menular adalah proporsi

penduduk yang menderita penyakit yang tidak disebabkan oleh

infeksi, tetapi lebih karena faktor gaya hidup, genetik, atau

lingkungan. Penyakit tidak menular tidak bisa menular dari satu

orang ke orang lain. Tujuan pengukuran prevalensi PTM adalah

untuk mengetahui tren peningkatan penyakit kronis di masyarakat

dan menjadi dasar untuk intervensi promotif dan preventif seperti

edukasi gaya hidup sehat, skrining rutin, pengendalian faktor risiko.

7. Indikator Persentasi Capaian Puskesmas Integrasi Layanan Primer

(ILP), adalah capaian penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP)

pada target nasional tahun 2024 adalah 40% dari total 10.000

Puskesmas di seluruh Indonesia.

Implementasi ILP dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada

klaster manajemen, ibu dan anak, usia dewasa dan lanjut usia,

penanggulangan penyakit menular, serta klaster lintas sektor.

8. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tingkat layanan fasilitas

kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang dapat diukur

berdasarkan regulasi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah Proses pengumpulan data dan

penilaian untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan oleh instansi pelayanan kesehatan, seperti

Puskesmas dan Rumah Sakit.
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Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan dan kewajiban suatu

organisasi atau lembaga untuk menunjukkan, mempertanggungjawabkan,

dan menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kinerja

adalah output (hasil yang dicapai) dan outcome (dampak yang ditimbulkan)

yang dapat diukur dengan indikator yang jelas dan terukur.

Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan

anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,

sesuai dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dapat diukur dengan

menggunakan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, yang ditentukan

melalui beberapa komponen utama, yaitu:

1. Perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan indikator

keberhasilan organisasi.

2. Pengukuran kinerja yang berbasis data dan hasil (outcome),

bukan hanya pada output atau aktivitas.

3. Pelaporan kinerja yang transparan, terukur, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

4. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala untuk menilai

efektivitas program dan kegiatan.

5. Peningkatan kinerja berkelanjutan melalui tindak lanjut hasil

evaluasi dan inovasi pelayanan publik.

Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin baik pula tingkat akuntabilitas

instansi dalam mengelola sumber daya untuk mencapai hasil

pembangunan yang optimal. Dengan demikian, SAKIP menjadi instrumen

penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil,

efisien, transparan, dan akuntabel.
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Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V

2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5

Tahap Penguatan
Fondasi Sistem
Kesehatan Daerah

 Rehabilitasi
/peningkatan
fasilitas pelayanan
dasar
Pemutakhiran data
kesehatan

 Penguatan
Puskesmas
sebagai fasilitas
pelayanan
kesehatan dasar

 Peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan

Tahap Peningkatan
Akses dan
Jangkauan Layanan

 Pengembangan
jejaring layanan
rujukan.

 Peningkatan
cakupan imunisasi,
ANC, dan gizi.

 Program intervensi
daerah tertinggal.

 Optimalisasi dana
BOK dan BLUD.

Tahap Peningkatan
Mutu dan Kepuasan
Layanan

 Akreditasi seluruh
Puskesmas dan
RSUD.

 Implementasi
sistem manajemen
mutu ISO/SPM.

 Survei kepuasan
masyarakat rutin.

 Peningkatan
sistem aduan dan
transparansi
layanan.

Tahap Inovasi,
Digitalisasi, dan
Kemandirian
Masyarakat

 Implementasi e-
health / sistem
digital kesehatan.

 Inovasi
pembiayaan lokal
(desa sehat, CSR).

 Penguatan UKBM,
Posyandu Prima,
dan Germas.

Tahap Konsolidasi dan
Keberlanjutan

 Evaluasi capaian
indikator kunci
(AKI, AKB, PTM,
kepuasan).

 Konsolidasi
program lintas
sektor.

 Penguatan regulasi
daerah dan peran
masyarakat.

3.3.Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program

prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masalah, potensi, peluang

dan kendala yang timbul, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh

Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Visi : 'Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Terampil dan Berkelanjutan'

Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, intelektual, kreatif, inovatif, dan Berbudaya yang dijiwai
Nilai-nilai Keagamaan

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
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Meningkatkan
derajat kesehatan
dan Kepuasan
masyarakat di
bidang kesehatan

1. Meningkatnya
derajat kesehatan,
jangkauan
pelayanan dan
kualitas layanan
masyarakat secara
merata

Memberikan, memenuhi
dan menjamin
pelayanan dasar
kesehatan serta mampu
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat

Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas,
rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang
berkualitas dan modern didukung dengan sistem
layanan terintegrasi.

Penggunaan layanan kesehatan mobile seperti
ambulans keliling dan klinik bergerak untuk menjangkau
wilayah terpencil.

Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan (dokter,
perawat, bidan) ke daerah terpencil melalui insentif
khusus.

Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk
mendukung promotif dan preventif terutama dalam
edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit
menular dan tidak menular, kesehatan mental serta
melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara
berkala.

Pemberian sistem insentif kepada masyarakat dan pihak
terkait sebagai stimulant dalam upaya percepatan
penanganan stunting dan gizi buruk.

Penyediaan tenaga kesehatan secara merata dan
berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap
layanan

Kampanye kesehatan masyarakat melalui penciptaan
kesadaran menggunakan media sosial dan kampanye
publik

Mengembangkan sistem rujukan yang efisien untuk
mempermudah akses pasien ke fasilitas kesehatan
tingkat lanjut.

Mengaktifkan posyandu untuk memberikan layanan
kesehatan dasar, terutama untuk ibu dan anak.

Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke
jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.

Mendorong kemitraan dengan sektor swasta, organisasi
non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk memperluas
cakupan layanan kesehatan.

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good
Governance).

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi

2. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Kesehatan

Peningkatan kualitas
perencanaan,
pengelolaan keuangan
dan pelaporan Dinas
Kesehatan

Menyelaraskan, meningkatkan kualitas dokumen
perencanaan yang lebih terukur, layak diperjanjikan dan
dapat dimonitor hasilnya

Sumber : Dinas Kesehatan Pangkep Tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan

Sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis

pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan menetapkan arah kebijakan

sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan. Arah kebijakan ini

dirumuskan untuk menjawab berbagai tantangan di bidang kesehatan,

baik dari aspek pelayanan langsung kepada masyarakat maupun dari sisi

tata kelola internal yang mendukung efektivitas pelayanan.

1. Arah Kebijakan 1: Memberikan, memenuhi dan menjamin pelayanan

dasar kesehatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat.

Arah kebijakan ini menekankan pentingnya penyediaan layanan

kesehatan dasar yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh

lapisan masyarakat. Pelayanan dasar kesehatan merupakan hak

setiap warga negara dan menjadi fondasi dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

2. Arah Kebijakan 2: Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan

keuangan dan pelaporan Dinas Kesehatan

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola internal Dinas

Kesehatan sebagai institusi pelayanan publik. Kualitas pelayanan

tidak hanya bergantung pada pelaksana di lapangan, tetapi juga

pada bagaimana organisasi merancang, mengelola, dan

mempertanggungjawabkan program secara efisien dan akuntabel.
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam

upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan

yang dirangkum menjadi Program, Kegiatan dan Subkegiatan. Hal ini

diharapkan dapat membawa Dinas Kesehatan kepada hasil-hasil yang

diinginkan. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu

pada dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN UNTUK

UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA.

Program ini merangkum kegiatan-kegiatan yang merupakan program

yang mencakup pemenuhan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKP

Rujukan Tingkat Daerah / Kabupaten / Kota yang meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehata untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

2) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan.

3) Pengembangan Puskesmas.

4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit.

6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas.

7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
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8) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga

Kesehatan.

9) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

10) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

11) Pengembangan Rumah Sakit.

12) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis

Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.

13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan

Keluarga

14) Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK

(Pelayanan Kesehatan Bergerak, Pelayanan Gugus Pulau,

Kesehatan Berbasis Telemedicine)

15) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan

Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke

Fasilitas Kesehatan.

b. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan :

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan

Dasar.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkti.

7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.
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10)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

Jiwa Berat.

11)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

12)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV.

13)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

14)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga.

15)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.

17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,

Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya.

18) Pengelolaan Surveilans Kesehatan.

19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah

Kesehatan Jiwa (ODMK)

20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

21)Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

22)Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat

23)Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah.

24)Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial

KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional.

25)Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

26)Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

27)Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

28) Operasional Pelayanan Puskesmas.

29) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

30)Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

31)Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal).

32)Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah.

33)Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT).
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34)Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis.

35)Pengelolaan bpelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV).

36)Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria.

37)Pengelolaan Kawasan tanpa rokok.

38)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.

39) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Lintas Kabupaten/Kota

40) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

41)Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan

42)Pengelolaan Layanan Imunisasi.

43)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara

Terintegrasi.

Sub Kegiatan :

1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA. Program ini merangkum kegiatan-kegiatan yang merupakan

program yang mencakup Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia yang meliputi kegiatan:

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah

Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta

Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.

b. Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota.
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Sub Kegiatan :

1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber

Daya Manusia Kesehatan.

2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sesuai Standar.

3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan

2) Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui

pendidikan formal dan/atau non formal

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN.

Program ini merangkum kegiatan-kegiatan yang merupakan program

yang mencakup Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman yang meliputi kegiatan:

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan

dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Sub Kegiatan :

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
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Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh

Industri Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan

Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah

Tangga.

c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah

Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

Sub Kegiatan :

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain

Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum

(DAM).

d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan

dan Sentra Makanan Jajanan.

Sub Kegiatan :

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan

Sentra Makanan Jajanan.

e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post

Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman

Industri Rumah Tangga.
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Sub Kegiatan :

1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-

Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN Program ini merangkum kegiatan - kegiatan yang dapat

meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan yang

meliputi :

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan

dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah

dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman.

b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup

Bersih dan Sehat

2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat

Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

(UKBM)
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5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merangkum kegiatan-kegiatan yang menunjang urusan

pemerintahan daerah yang meliputi:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

DaerahAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPDPenyediaan

Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang

Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD.

4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran.



100 | P a g e

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

Daerah pada SKPD

3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

pada SKP

4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

7) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
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4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan.

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya.

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.

h) Peningkatan Pelayanan BLUD.

Sub Kegiatan :

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
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Adapun Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 -

2029 dapat dilihat Pada tabel 4.2, Sebagai Berikut :
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NSPK DAN SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1. UHH (Umur Harapan Hidup)

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

2. Angka Kematian Ibu

3. Angka Kematian Bayi 

4. Indeks SPM Kesehatan

5. Prevalensi Stunting

6. Prevalensi Penyakit Menular dan 

Penyakit Tidak Menular

7. Persentase  Capaian Puskesmas ILP 

8.  Tingkat Kualitas Layanan Masyarakat 

di Bidang Kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan 

perorangan dan masyarakat

Presentase fasilitas pelayanan kesehatan 

sesuai standar

Puskesmas dengan ketersediaan obat 

esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin 

Lengkap)

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Unit 

Pelayanan Kesehatan  sesuai standar

1. Presentase ibu hamil yang 

mendapatkan layanan kesehatan

2. Presentase ibu bersalin yang 

mendapatkan layanan kesehatan

3. Presentase bayi baru lahir yang 

mendapatkan layanan kesehatan

4. Presentase balita yang mendapatkan 

layanan kesehatan

5. Presentase warga negara usia 

pendidikan dasar yang mendapatkan 

layanan kesehatan

6. Presentase warga negara usia produktif 

yang mendapatkan layanan kesehatan

7. Presentase warga negara usia lanjut 

yang mendapatkan layanan kesehatan

8. Presentase warga negara penderita 

hipertensi yang mendapatkan layanan 

kesehatan

9. Presentase warga negara diabetes 

melitus yang mendapatkan layanan 

kesehatan

10. Presentase warga negara dengan 

gangguan jiwa berat yang mendapatkan 

layanan kesehatan

11. Presentase warga negara terduga 

tuberkulosis yang mendapatkan layanan 

kesehatan

12. Presentase warga negara dengan 

risiko terinfeksi virus yang melemahkan 

daya tahan tubuh manusia (Human 

Immunodeficiency Virus) yang 

mendapatkan layanan kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1. Meningkatnya derajat 

kesehatan, jangkauan 

pelayanan dan kualitas 

layanan masyarakat secara 

merata

Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 900.1-2850 Tahun 

2025 tentang perubahan ketiga 

atas keputusan menteri dalam 

negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang hasil verifikasi, 

validasi dan inventarisasi 

pemutakhiran klasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan 

dan keuangan daerah

Sasaran : 

S.1.1 . Meningkatnya Kualitas 

Kesehatan dan Jangkauan 

Pelayanan Kesehatan Secara 

Merata

S.4.2. Meningkatnya Kualitas 

Layanan Publik berbasis Digital

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya kualitas 

penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk 

UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

1. Meningkatkan derajat kesehatan 

dan Kepuasan masyarakat di 

bidang kesehatan

Tabel 4.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
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Adapun rencana program/kegiatan dan subkegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 –

2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan
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NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET

1 2 3 4 5

1

 PAS 1 : 1.Jaminan Akses Dan 

Pemerataan Terhadap Layanan 

Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan, 

Sosial Budaya

Pembangunan pusat kesehatan di 

wilayah terpencil, penambahan 

tenaga medis, serta pengadaan 

fasilitas kesehatan seperti klinik 

dan puskesmas terapung. 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan 

dan masyarakat

Kegiatan: Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : Pengelolaan  Pelayanan  Kesehatan  Ibu 

Hamil

Sub Kegiatan : Pengelolaan  Pelayanan  Kesehatan  Ibu 

Bersalin

Sub Kegiatan : Pengelolaan      Pelayanan      Kesehatan 

Bayi Baru Lahir

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 

Usia Pendidikan Dasar

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 

Usia Produktif

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 

Usia Lanjut

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Hipertensi

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Diabetes Melitus

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Risiko Terinfeksi HIV

Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas

Sub Kegiatan : Pengembangan    Fasilitas    Kesehatan 

Lainnya

Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui subkegiatan sebagai

berikut:

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan

Daerah
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Dalam menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Dinas Kesehatan maka ditentukan indikator terseleksi dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) ) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2030

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauann Tahun 2025 (Data diolah)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator dengan penyelenggaraan

urusan kesehatan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri

dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan indikator

sebagai berikut:
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Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2030
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BASELINE

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1
Presentase ibu hamil yang mendapatkan 

layanan kesehatan
Persen 97.81 100 100 100 100 100 100

2
Presentase ibu bersalin yang mendapatkan 

layanan kesehatan
Persen 94.82 100 100 100 100 100 100

3
Presentase bayi baru lahir yang 

mendapatkan layanan kesehatan
Persen 97.98 100 100 100 100 100 100

4
Presentase balita yang mendapatkan 

layanan kesehatan
Persen 92.22 100 100 100 100 100 100

5

Presentase warga negara usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan layanan 

kesehatan

Persen 100 100 100 100 100 100 100

6
Presentase warga negara usia produktif 

yang mendapatkan layanan kesehatan
Persen 98.9 100 100 100 100 100 100

7
Presentase warga negara usia lanjut yang 

mendapatkan layanan kesehatan
Persen 94.94 100 100 100 100 100 100

8

Presentase warga negara penderita 

hipertensi yang mendapatkan layanan 

kesehatan

Persen 87.61 100 100 100 100 100 100

9
Presentase warga negara diabetes melitus 

yang mendapatkan layanan kesehatan
Persen 100 100 100 100 100 100 100

10

Presentase warga negara dengan 

gangguan jiwa berat yang mendapatkan 

layanan kesehatan

Persen 100 100 100 100 100 100 100

11

Presentase warga negara terduga 

tuberkulosis yang mendapatkan layanan 

kesehatan

Persen 100 100 100 100 100 100 100

12

Presentase warga negara dengan risiko 

terinfeksi virus yang melemahkan daya 

tahan tubuh manusia (Human 

Immunodeficiency Virus)  yang 

Persen 100 100 100 100 100 100 100

NO INDIKATOR SATUAN
TARGET TAHUN

KET

Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM

berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel

berikut ini:

Tabel 4.7

Standar Pelayanan Mininal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2030

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauann Tahun 2025 (Data diolah)
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BASELINE

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SDGS Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

1

Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada anak di bawah lima 

tahun/balita (survei nasional)

Persen 25,2 23.59 21.67 19.76 17.84 15.92 14

2

Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada anak di bawah lima 

tahun/balita (ePPGBM)

Persen 9.32 7.6 6.5 5 4 3 2

3

Prevalensi wasting (berat badan/tinggi 

badan) anak pada usia kurang dari 5 

tahun (survei nasional)

Persen 9.2 7.5 6.4 4.9 3.9 2.9 2

4

Prevalensi wasting (berat badan/tinggi 

badan) anak pada usia kurang dari 5 

tahun (ePPGBM)

Persen 3.91 3.53 3.15 2.77 2.39 2.00 1.5

5
Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 

15-49 tahun
Persen 7.2 5.2 3.2 1.2 0 0 0

SDGS Tujuan 3 : Kehidupan Sehat 

dan Sejahtera

6
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 

Kelahiran Hidup

Per 

100.000
94.77 70.83 52.35 51.61 50.88 33.45 32.99

7

Proporsi perempuan pernah kawin 

umur 15-49 tahun yang proses 

melahirkan terakhirnya ditolong oleh 

tenaga kesehatan terlatih; 

Persen 95.04 96.41 97.78 99.15 100 100 100

8

Proporsi perempuan pernah kawin 

umur 15-49 tahun yang proses 

melahirkan terakhirnya di fasilitas 

Persen 99 100 100 100 100 100 100

9
Angka Kematian Balita (AKBa) per 

1.000 Kelahiran Hidup
Per 1.000 0.75 1.51 1.18 0.86 0.53 0.2 0.1

10
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 

kelahiran hidup
Per 1.000 0.75 0.71 0.69 0.68 0.51 0.51 0.49

11
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 

1000 kelahiran hidup
Per 1.000 7.2 7.35 7.06 6.78 6.49 6.21 6

12
Jumlah infeksi baru HIV per 1000 

penduduk tidak terinfeksi
Per 1.000 0.093 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05

13
Insidens Tuberkulosis (ITB) per 

100.000 penduduk

Per 

100.000
226 423 360 308 270 242 220

14 Kejadian Malaria per 1.000 orang Per 1.000 0.23 0.23 0.22 0.2 0.19 0.18 0.17

15
Proporsi kasus kusta yang ditemukan 

dan diobati
Persen 100 100 100 100 100 100 100

NO INDIKATOR SATUAN
TARGET TAHUN

KET

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda

pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara

global, termasuk di dalamnya untuk pembangunan kesehatan. Indikator-

indikator SDGs di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 - 2030
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BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Penjabaran

Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja)

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun

selama 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan dengan

baik untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2029 melibatkan seluruh pemangku kepentingan

terkait, baik perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan, pihak swasta, lembaga kemasyarakatan, dan stakeholder

lainnya. Keseluruhan sumber daya ini telah bersinergi secara optimal

sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang berbasis riset yang

optimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kualitas dan aksesibel

dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program

pembangunan sekaligus

menjaga sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029 agar dapat

mencapai Visi

dan Misi Kepala Daerah.

Melalui Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2029 pelaksanaan Program dan Kegiatan akan

lebih terarah sehingga dampak dan hasilnya dapat mewujudkan Sasaran

Strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas

pelayanan kesehatan.
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5.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sesuai

dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-

2029. Pada saat Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2029 belum tersusun, dan untuk menjaga

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen

perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2025-2029, dengan tetap berpedoman pada RPJPD

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana

pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Penyusunan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 - 2029 dan

bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra

Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar mendukung

pencapaian target-target Renstra Tahun 2025 - 2029 dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra

Dinas Kesehatan dengan sebaik-baiknya;
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2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib

berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kesehatan

Tahun 2025 - 2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, hasil program dan

kegiatan Renstra secara berkala;

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional, dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas

Kesehatan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

5. Secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian

dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepaulauan yaitu pijakan

penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2030.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan yang telah ditetapkan, maka seluruh personil

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bekerja keras

serta berbenah diri :

1. Meningkatkan kompetensi personil, kordinasi dan kerjasama dalam

mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;

2. Responsif terhadap organisasi, tidak hanya puas dengan

menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan

kontribusi serta memiliki pandangan luas tentang berbagai aspek

dalam lintas bidang dan organisasi;

3. Bekerja secara proaktif, didasari telaahan sebagai upaya

menghindari kesalahan menjalankan kegiatan organisasi;
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4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, analisis mendalam untuk

mempersiapkan langkah-langkah ke depan;

5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu

untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas

organisasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah

kewajiban bagi seluruh individu yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2025-2029. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam

pelaksanaannya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas

Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 ini

mampu menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-sehari

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara

proporsional.



Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jalan Mawar Nomor  1 Pangkajene
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